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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras. Mereka tidak durhaka kepada 

Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Departemen Kementrian Agama RepubIik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Tajwid 

Warna (Bandung: Cordoba, 2019), 560. 
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ABSTRAK 

 

Achmad Affan Gafar, 2023: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Isbat Nikah Poligami Siri Di 

Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan 

Nomor 341/PDT.G/2019//PA.MTP). 

 

Kata kunci: Isbat Nikah, Poligami, Anak, Perlindungan Hukum. 

 

 Di Indonesia dalam pernikahan memakai asas monogami dan boleh beristri lebih dari seorang jika 

dikehendaki dari pihak yang bersangkutan. Aturan menikah sudah diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan jika terdapat persoalan dan permasalahan berkaitan tentang 

agama khususnya bidang pernikahan masuk dalam ranah Pengadilan Agama. Di ambil dari Putusan 

Pengadilan Agama Martapura Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. peneliti membahas fokus permasalahan 

pada contoh putusan tersebut. 

 Pada putusan yang disebutkan diatas ditemukan fakta bahwa majelis hakim menolak atau tidak 

menerima permohonan para pemohon 1 (suami) dan pemohon II ( istri sah siri yang ke dua) yang berisi 

tentang Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan sebagai 

termohon yaitu istri sah yang pertama. Fokus penelitian yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap anak dalam isbat nikah poligami siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada putusan Nomor 

341/Pdt.G/2019/PA.Mtp)? dan, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam isbat nikah 

poligami siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum 

Perdata?. 

 Untuk mengidentifikasi penelitian tersebut, peneliti memakai penelitian hukum normatif (Library 

Reseacrh) fokus mengkaji hasil putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp dengan pendekatan perundang-

undangan atau statute approach. Dari putusan tersebut tentang perlindungan hukum terhadap anak Isbat 

Poligami Siri baik ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum 

Perdata. Penyebab dari pemohon 1 (suami) melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya tidak mematuhi 

aturan undang-undang yang berlaku sehingga berdampak kepada istri-sitri dan lebih khusus anaknya, 

anak hasil pernikahan poligami siri tersebut. Sehingga anak dari pemohon 1 setara dengan anak diluar 

kawin dan status hukum dari anak tersebut lemah karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat dan tidak 

izin ke pengadilan sehingga tidak dapat akta nikah dan secara tidak langsung akta kelahiran tidak dapat, 

karena akta nikah menjadi sebab mendapat akta kelahiran. 

 Hasil temuan dan penelitian ini yang sudah diteliti pada putusan tersebut, bahwa 1) Perlindungan 

hukum terhadap anak di dalam sema nomor 3 tahun 2018 yakni dengan cara mengajukan asal usul anak 

ke Pengadilan Agama. 2) Perlindungan hukum terhadap anak di dalam sema nomor 3 tahun 2018 

berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata yakni a). Bahwa perlindungan 

hukum terhadap anak isbat nikah poligami siri perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan mengajukan 

asal usul anak bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnnya bila tidak ada maka 

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak berdasarkan bukti yang sah. b). 

Perlindungan hukum terhadap anak isbat nikah poligami siri perspektif Hukum Perdata dengan berupa 

pengakuan dari kedua orang tuanya. Jadi demikian jawaban dari hasil penelitian tesebut, dalam sumber 

lain dikuatkan dengan pembuktian melalui ilmu teknologi atau alat bukti lain sesuai putusan MK No. 

46/PUU-VII/2010. dan juga pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Makhluk sosial seperti manusia di tuntut untuk memiliki kebutuhan 

yang makin maju dan kesejahteraan, dengan kerjasama bersama orang lain 

tuntutan akan dapat terpenuhi, baik langsung atau tidak langsung sudah 

menjadi kodrat tuhan, manusia merupakan makhluk berlainan jenis kelamin 

yang mempunyai tujuan hidup untuk bisa mendapatkan keturunan guna 

membentuk rumah tangga dengan melangsungkan perkawinan.
2
 Nikah secara 

bahasa yakni menghimpun atau berkumpul dan jika dalam ayat al-Qur’an dan 

hadist tanpa disertai indikator terkait munculnya lafaz nikah, berarti maknanya 

bersetubuh yang mashur didalamnya sedangkan nikah makna haqiqinya akad.
3
 

Aturan-aturan hukum di Indonesia tentang masalah perkawinan telah 

dijelaskan dalam undang-undang perkawinan, namun sebelum berlakunya 

undang-undang tersebut, Indonesia sudah memiliki aturan diantaranya Hukum 

Adat, Hukum Islam, Burgelijk Werbook (BW), Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatat 

Nikah, Talak, Rujuk. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sekarang ini dan 

Kompilasi Hukum Islam kemudian macam-macam perkawinan dilebur 

                                                           
 
2
 Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, Maruf Hafidz. “Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Dalam Keluarga Poligami: Prespektif Hukum Positif Indonesia”. Jurnal of Lex Theory 

(JLT), 01, 2020, 2. 
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 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam (Kota Tangerang: 

Tira Smart, 2019), 1. 
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menjadi satu sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Jo Peraturan Pemerintahan Tahun 1975. 

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan 

apabila dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama sesuai 

kepercayaannya. Tetapi sahnya dalam perspektif masing-masing hukum 

agamanya dan perlu disahkan juga oleh negara. Sesuai ketentuan pada Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menurut perundang-

undangan yang berlaku tiap-tiap perkawinan dicatat.  

Akta perkawinan atau akta nikah sebagai satu-satunya bukti ini 

merupakan adanya suatau perkawinan yang dicatat dalam register, 

sebagaimana ketentuan dalam KHI Pasal 7 Ayat (1) serta KUHPerdata Pasal 

100. Tanpa akta nikah dalam hukum di Indonesia dianggap tidak sah, 

sedangkan sahnya perkawinan sebagai alat bukti, maka penting perkawinan 

untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama 

sebagai lembaga yang menerbitkan akta nikah atau buku nikah sesuai 

ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di 

Indonesia disebutkan memakai azas monogami dan boleh beristri lebih dari 

satu (Poligami) jika dikehendaki dari pihak yang bersangkutan. Namun 

problematika di masyarakat masih marak adanya pernikahan poligami siri 

masih tidak sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang 

berlaku. Sebagai negara mayoritas Islam, di Indonesia ummat Islam 
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mempunyai hukum sendiri untuk menjalankan perundang-undangan dalam 

bidang perkawinan disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan sudah 

jelas di KHI pasal 5 ayat 1 untuk penjaminan urutan perkawinan mesti dicatat. 

Dan dijelaskan ayat dua (2) jika rekaman perkawinan dilakukan oleh 

pendaftar pernikahan sebagaimana pada UU No. 32 Tahun 1954 dengan UU 

No.2 Tahun 1946 bersamaan, apabila pencatatan kawin dilaksanakan di luar 

pantauan jelas tidak memiliki landasan konstitusional, sebagaimana pada KHI 

pasal 6 ayat 2, meski sah secara agama.. Maka perkawinan dalam kasus 

poligami tanpa regristasi sangat merugikan sekali terhadap istri dan anak, 

dengan demikian akta nikah dan akta kelahiran tidak bisa dibuatkan sehingga 

memerlukan pengukuhan kembali perkawinan yang disebut Isbat Nikah. 

Istri dan anak penting untuk mendapat perlindungan hukum guna 

menjamin hak mereka lebih khusus hak anak. Karena tanggung jawab anak 

merupakan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, keluarga) 

dan yang paling utama bertanggung jawab pemeliharaan anak adalah keluarga 

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak. Maka penting adanya aturan perlindungan hukum terhadap 

anak dalam perkawinan poligami.
4
 

Dari penjelasan uraian diatas bahwa dalam putusan Nomor 

341/Pdt.G/2019/PA.Mtp disebutkan akibat dari poligami siri berdampak pada 

anak hasil dari poligami sirri, terkait keabsahan status hukumnya. Dalam 

putusan tersebut para pemohon mengajukan pemohanan isbat nikah poligami 

                                                           
 
4
 Kasmawati Saleh, Hambali Thalib, Maruf Hafidz. “Perlindungan Hukum terhadap anak 

dalam Keluarga Poligami Prespektif Hukum positif Indonesia”.  Jurnal of Lex Theory (JLT), Vol.1 

No. 1, Juni 2020, 3. 
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di tolak dan penetapan anak tidak bisa diterima. Sebagaimana penetapan 

majelis hakim. Berbeda lagi jika sudah dilaksanakannya Isbat Nikah, dampak 

kepastian hukum dan perlindungan hukum terjamin pasca Isbat Nikah.  

Legalitas tentang perkawinan siri masih menjadi permasalahan 

dikarnakan kesadaran hukum bagi masyarakat sendiri tentang legalitas 

pernikahan sangat kurang. Dalam Pasal 7 Ayat 3 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KHI), dijelaskan bahwa permohonan pengakuan sahnya 

perkawinan (Isbat Nikah) dapat disampaikan ke Pengadilan Agama. Hal ini 

mencakup situasi di mana terjadi perceraian yang memerlukan penyelesaian, 

kehilangan akta nikah, keraguan mengenai keabsahan satu atau beberapa syarat 

perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya hambatan 

perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Berbeda dalam pertimbangan hakim dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) No 3 Tahun 2018 Pemberlakuan rumusan kamar hasil rapat 

pleno kamar agama huruf a nomor 8 yang isinya “Permohonan isbat nikah 

poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak 

harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat 

diajukan permohonan asal-usul anak” yakni permohonan isbat nikah 

berdasarkan poligami secara siri meskipun dengan dalih tidak dapat menerima 

anak. Maka dari itu tidak dapat diterimanya isbat nikah dan guna menjamin 

jaminan hukum guna pengajuan permohonan asal usul anak. Kemudian dari 

poligami siri status kekuatan hukum kepada anak masih menjadi problem dan 
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merugikan bagi istri dan anaknya baik haknya dari ayah atau yang 

bersangkutan. Hal demikian ini menjadi konsekuensi bahwa istri maupun anak 

yang lahir dari perkawinan tidak tercatat maka anak yang tidak terdaftar 

konstitusional dan tidak mempunyai hak menuntut hak-hak dari bapaknya. Dan 

anak tersebut statusnya bukan anak sah secara negara, sedangkan dalam hukum 

positif berdasarkan dalam KUHPerdata Pasal 280 statusnya tidak mempunyai 

kekuatan hukum,  sebagaimana dalam putusan  nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp 

dijelaskan bahwa pemohon 1 dan pemohon II menikah pada tanggal 30 agustus 

2013 wali nikah dengan ayah kandungnya pemohon II. Untuk kepastian hukum 

dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon, dalam mengajukan 

permohonan isbat nikah untuk kepentingan penetapan anak sebagaimana pasal 

27 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. 

Namun permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak 

terkait tidak diterimanya penetapan isbat nikah poligami dan penetapan anak.
5
  

Hukum perkawinan di Indonesia dalam menerapkan tujuan hukum masih 

belum efektif, guna dapat menjawab persoalan a quo penelitian ini penting 

dilakukan, penelitian yang judulnya “Perlindungan Hukum terhadap Anak 

dalam Isbat Nikah Poligami Siri di dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 perpektif 

sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (Studi 

putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)”, hal ini dimaksudkan mengkaji 

perlindungan hukum terhadap anak akibat dari perkawinan poligami siri 

ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata. 

                                                           
5
 Putusan Pengadilan Agama Martapura  Nomor 341/Pdt.G/2019/Pa.Mtp. 
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Guna mencapai keadilan bagi anak, akibat perilaku kedua orangtuanya yang 

melakukan poligami siri. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang disebutkan bahwasanya 

permasalahan yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah 

Poligami Siri di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2018 pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah 

Poligami Siri di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dari 

adanya suatu penelitian, yang mana tujuan dari adanya penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di 

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Putusan Nomor 

341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. 

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di 

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam 

dan Hukum Perdata. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dituju, harapannya dapat diambil 

manfaat penelitian yang ditulis ini. Manfaat dari penelitian ini diantaranya.  

1. Secara teoritis 

Manfaat dari penelitian, diharapkan bisa diambil manfaatnya baik 

secara langsung maupun tidak langsung diantara penelitian ini serta dapat 

berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

keluarga. 

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti 

Memperluas manfaat lebih lebar cakrawala berfikir dalam 

peningkatan khazanah keilmuan peneliti, mengasah keterampilan 

berfikir kritis guna menjawab berbagai macam problematika yang akan 

terus berkembang dan berubah disetiap zamannya. Penelitian ini akan 

memberi pemahaman lebih mendalam tentang perlindungan hukum 

terhadap anak dalam problematika poligami siri sekaligus sebagai 

tolak ukur untuk memahami ilmu yang didapat, khususnya dalam 

bidang Hukum Keluarga Islam. 

b. Bagi perguruan tinggi adalah guna untuk menambah koleksi 

sumbangan berbagai ilmu pengetahuan untuk kepustakaan di 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama 

di Fakultas Syari’ah.  
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c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau sumber 

keilmuan bagi pembaca 

d. Bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan yang membuat regulasi, 

karya tulis ini diharpakan dapat menjadi landasan sebagai 

pengembangan maupun pembaharuan regulasi. 

e. Penelitian sebagai angin segar guna memberikan saran , untuk pihak 

terkait, yang membutuhkan solusi terkait permasalahan yang dikaji 

sebagai upaya penyelesaian perkara dikemudian hari. 

E. Definisi Istilah  

1. Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo, memberikan perlindungan hukum 

adalah tindakan yang bertujuan memberikan dukungan kepada hak asasi 

manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, Perlindungan ini juga 

ditujukan untuk melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak yang telah diamanatkan oleh hukum.
6
 Konsep ini merujuk pada 

upaya untuk mengorganisir berbagai kepentingan dalam masyarakat 

sehingga konflik antar kepentingan dapat dihindari, dan masyarakat dapat 

menikmati sepenuhnya hak-hak yang telah diakui oleh hukum.. 

2. Anak 

Seorang anak adalah individu yang masih berusia enam tahun atau 

kurang. Dalam kerangka undang-undang perlindungan anak, seperti yang 

diuraikan dalam Bab 1 Pasal 1, seorang anak diartikan sebagai seseorang 

                                                           
 

6
 Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96. 
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yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih berada dalam kandungan. Anak dianggap sebagai penentu masa 

depan dan pewaris cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki 

hak yang bersangkutan terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangan, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.
7
 

3. Isbat Nikah 

Kata “Isbat Nikah” dalam bahasa Arab berarti penetapan nikah, 

sedangkan munurut hukum merupakan suatu penetapan yang diputuskan 

pengadilan agama terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan nenurut 

syariat agama Islam. Sedangkan dalam konteks KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia), Isbat Nikah ialah penentuan mengenai kebenaran atau 

keabsahan suatu perkawinan. Secara esensial, isbat nikah merupakan 

usaha untuk memperoleh akta nikah, yang merupakan sebuah akta autentik 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pentingnya isbat nikah 

untuk masyarakat beragama Islam terletak pada kemampuannya guna 

menangani serta memperoleh haknya, seperti surat maupun dokumen 

pribadi sesuai keperluan dari instansi yang berwenang. Selain itu, isbat 

nikah juga memberikan jaminan perlindungan terhadap kepastian hukum 

                                                           
 
7
 Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak 

prespektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam ( Makassar: Alauddin 

University Pres, 2011), 86. 
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terkait dengan status perkawinan, kedudukan suami, istri, anak, dan aset-

aset dalam perkawinan.
8
 

4. Poligami Siri 

a. Poligami, menurut arti dalam bahasa Yunani kata poligami berasal dari 

kata Polus berarti banyak serta Gamos yang artinya perkawinan. Jika 

makna tersebut dijadikan satu, artinya “ perkawinan yang banyak atau 

lebih dari satu”.
9
 Pada dasarnya poligami disinyalir telah ada sejak 

hadirnya manusia di muka bumi, atau lebih tepatnya ketika manusia 

lebih mengenal peradaban. Poligami bukanlah suatu praktek baru dan 

lahir dalam tubuh agama Islam. Pada masa kuno praktik poligami telah 

menjadi salah satu bentuk tradisi peradaban Arabia patriarkhis.
10

 

Adapun poligami dalam konteks keindonesiaan perlu menimbang 

berbagai macam aspek, misalnya persyaratan yang telah ditentukan oleh 

agama atau al-Qur’an dan juga negara, alasan yang melatarbelakangi 

nabi melakukannya sebagai pijakan saat sekarang, hingga situasi dan 

kondisi bangsa ini.
11

 

b. Nikah Siri, dalam bahasa arab Siri berarti bermakna rahasia.
12

 Disebut 

juga nikah dibawah tangan, dan nikah siri merupakan sah secara agama 

karena dilakukan memenuhi rukun dan syarat dalam agama Islam yang 

                                                           
 
8
 Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglan, Jurnal 

Ahkam, 16, No. 1 (Januari, 2016): 119. 

 
9
 Abdul Mutakabbir, Menapak Jejak Poligami Nabi Saw (Yogyakarta : Diandra kreatif, 

2019), 2. 

 
10

 Abdul Mutakabbir, 3. 

 
11

 Abdul Mutakabbir, 10. 
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 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat“ Hukum Pernikahan dalam Islam” (Kota 

Tangerang: Tira Smart, 2019), 84. 
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sudah ditentukan. Dan pernikahannya tanpa memberitahu kepada 

orangtuanya yang berhak menjadi wali, namun secara admintrasi 

pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga ketika ada permasalahan 

hukum tidak bisa diproses secara hukum dan pemrintah tidak dapat 

mengakuinya.
13

 

5. SEMA Nomor 3 Tahun 2018  

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 

bertujuan untuk menjaga satu kesatuan hukum dalam menangani perkara 

dan konsistensi hukum, demikian merupakan penerapan sistem kamar di 

Mahkamah Agung. Dan tujuan itu dapat diwujudkan dengan instrumen 

rapat pleno kamar MA, yang dimaksud demikian ini yakni Bab III 

Rumusan Hukum Agama A. Hukum Keluarga Nomor 8 mengenai 

permintaan perkawinan poligami, Isbat Nikah karena Nikah Sirri. 

Meskipun untuk kepentingan anak tidak dapat diterima.
14

  

Jaminan untuk kepentingan anak, dengan mengajukan asal usul 

anak. SEMA dibentuk awalnya berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan 

jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. MA lembaga peradilan 

yang berwenang mengawasi pada lemabaga peradilan dibawahnya. 

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran atau surat tersendiri yang 

ditujukan kepada hakim dan lembaga-lembaga peradilan kegunaannya 

                                                           
 
13

 Jamaluddian, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhoksumawe: Unimal 

Press, 2016), 49. 

 
14

 Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama Huruf A nomor 

8. 
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untuk memberikan peringatan-peringatan, petunjuk, teguran yang 

dipandang perlu dan berhak Mahkamah Agung melakukannya, guna 

kepentingan jawatan. Sema mengalami pergeseran fungsi yang awalnya 

alat mengawasi menjadi perluasan fungsi dengan pengaturan, adminitrasi 

dan lain-lainnya, melihat perkembangan saat itu undang masih minim dan 

sedikit.
15

 

Awal mula terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang 

susunan kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, 

Pasal 12 Ayat (3). Lembaga peradilan MA mempunyai wewenang 

mengawasi instansi peradilan. Hal itu bertujuan untuk kepentingan 

kedudukan, oleh sebab itu MA mempunyai hak memberikan kritik, 

teguran, serta petunjuk ayng berguna bagi lingkungan pengadilan, berupa 

surat edaran ataupun pribadi.
16

 

Saat perkembangannya sema mengalami pergeseran fungsi 

perluasan sebagai pengaturan, adminitrasi dan lain lain, yang awal 

mulanya sema sebagai alat pengawasan dan saat itu Undang-undang 

masih minim. Dan sema tersebut penggunaanya dikategorikan sebagai 

aturang kebijakan yang diperuntukkan bagi Hakim, Panitera dan jabatan 

                                                           
 
15

 Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam 

Hukum positif Indonesia (spring 2014), 5. 

 
16

 Sekretariat Negara Replublik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1950 pasal 2 

ayat (3) tentang Kekuasaan dan Susunan  Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. 
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lain yang ada di pengadilan.
17

 Namun kalau ditelisik lebih dalam isi sema, 

tidak semua isi dari sema dapat dikategorikan sebagai aturang kebijakan 

(bleidsregel) seperti pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963 didalamnya ada 

beberapa pasal yang dihapuskan oleh Mahkamah Agung, melihat fungsi 

sema sebagai norma bersifat beleidsregel. Konsekuensi diberlakukannya 

konsep negara hukum akibat dari eksistensi bleidregels merupakan 

produk kebijakan yang ditetapkan para pejabat adminitrasi negara bersifat 

bebas guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah . 

Payung hukum dari keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) dasar hukumnya pada Pasal 97, UU Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, dalam ketetapan lain diberikan kewenangan 

dapat mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan yang belum 

ditetapkan dan dirinci dalam UU. Artinya MA diberikan kewenangan 

guna mengisi kekosongan saat mengeluarkan kebijakan. Peraturan 

disusun oleh pembentuk undang-undang berbeda dengan peraturan yang 

dikeluarkan MA, dan secara keseluruhan maksud UU ini ialah poin dari 

hukum acara, penyelenggara peradilan.
18

 Pengaturan hak dan kewajiban 

warga negara bahwa MA tidak mencampuri dan melampaui, tidak 

mengatur kekuatan, alat pembuktian, sifat serta pembagian beban 

pembuktian atau penilaiannya. 

                                                           
 
17

 Sekretariat Negara Replublik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1. 

 
18

 Sekretariat Negara Replublik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 pasal 79. 
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Guna menjaga kesatuan dan kosistensi hukum dengan adanya 

pleno kamar, hal tersebut menciptakan rumusan pleno kamar antara lain 

perdata, idana, militer, agama, tata usaha, serta kesekretariatan. Dan yang 

disampaikan hasilnya sebagai hal berikut: 

a. Mengintegrasikan kesimpulan dari rapat pleno kamar tahun 2012 

hingga tahun 2018 sebagai entitas yang tak terpisahkan, dan 

menerapkan seluruh kesimpulan tersebut sebagai panduan dalam 

penanganan kasus dan administrasi di Mahkamah Agung, pengadilan 

tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding, selama substansi 

kesimpulannya relevan dengan yurisdiksi peradilan tingkat pertama 

dan banding. 

b. Kesimpulan dari adanya pleno kamar tahun 2012-2017 secara 

eksplisit dirubah ataupun substansialnya terdapat kesenjangan dengan 

kesimpulan dari rapat pleno kamar tahun 2018 dianggap tidak sah. 

Demikian mohon diperhatikan dan dilaksanakan dengan tepat. 

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Istilah Kompilasi dalam bahasa Latin compilare, dalam bahasa 

inggris compilation diterjemahkan sebagai karangan atau kutipan yang 

tersusun dari buku-buku lain, sebagaimana kutipan diatas, KHI merupakan  

ketentuan hukum Islam yang tersusun dan dituliskan secara teratur.
19

 Buku 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan implementasi dari 

intruksi Presiden Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

                                                           
 
19

 Asriati,” Pembaruan Hukum Islam Dalam terapan dan Perundang-Undangan di 

Indonesia”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, No 1 (Januari 2012): 24. 
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penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan 

ditetapkannya keputusan Mneteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang 

penerapan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. 

7. Hukum Perdata 

Hukum Perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk 

hukum yang berasal dari sistem Eropa Kontinental (Eropa Continental 

System). Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental, yaitu 

hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan 

hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis  dan lengkap. 

Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah Burgerlijke Wet Boek yang 

diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
20

 

Menurut Subekti, seluruh pokok-pokok hukum yang membahas 

terkait kepentingan-kepentingan individu itulah yang disebut dengan 

hukum perdata.
21

 Hukum perdata dapat bersumber dari kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) dan Undang-undang Replublik Indonesia.
22

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan mencakup beberapa isi dari alur 

pembahasan skripsi, mulai penjelesan isi dari pendahuluan sampai penutup 

                                                           
 
20

 Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia “Integrasi Hukum Eropa 

Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional”(Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 

21. 

 
21

 Nugroho, 24. 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Penertbit PT Citra 

Aditya Bakti), 3. 
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ringkasnya meliputi lima bab dari beberapa sub-sub
23

, format penulisan 

sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, guna untuk 

mempermudah memahami karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, berikut 

penjelasannya: 

Bab I Pendahuluan, tahap pendahuluan merupakan penjabaran dari 

konteks, fokus, tujuan, serta manfaat penelitian, juga terdapat definisi istilah, 

dan sistematika pembahasan sebagai alur dalam penelitian. 

Bab II Kajian Pustaka, dalam tahapan ini berisi tentang tinjauan pustaka 

yang menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Jadi bab ini akan 

membahas penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini, dan teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang ini. 

Bab III Metode Penelitian, tahapan ketiga menjelaskan tentang metode 

penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan 

penelitian yang dipakai, analisa bahan hukum , keabsahan bahan dan tahap-

tahap penelitian yang dipakai dalam penelitian. 

Bab IV Pembahasan, Dalam bab yang ke empat ini menjelaskan tentang 

pembahasan skripsi mengenai hasil dari data penelitian, analisa dan 

pembahasan yang fokus merujuk pada masalah kajian.  

Bab V Penutup, bagian ini mengandung titik kesimpulan serta saran 

dari rangkuman pembahasan yang sudah diuraikan pada beberapa point bab 

sebelumnya dan beberapa saran yang menjadi pokok-pokok rekomendasi dari 

berbagai sumber refrensi. 
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 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Berdasarkan konteks dalam penelitian yang telah diuraikan, lantas guna 

mendukung analis data yang komprehensif. Selanjutnya peneliti berupaya 

mengakaji serta menelaah bebrapa penelitian yang telah dilakukan sebagai 

bentuk kredibilitas dan orisinilitas suatu penelitian. 

1. Fajri Hariansyah 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam 

Perspektif Hukum Keluarga Islam”
24

 Skripsi ini membahas mengenai 

perlindungan hukum bagi anak yang lahir sebab perkawinan beda agama 

yang tidak tercatat, prespektif Hukum Keluarga Islam. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum 

anak terhadap perkawinan beda agama yang tidak tercatat. 2. Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap anak menurut prespektif Hukum Islam. 

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak,  

penelitian ini dari perlindungan hukum terhadap anak, jaminan 

perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah 

anak tersebut. baik apakah yang tercatat atau tidak tercatat, karena 

pemerintah memberikan perlindungan ke semua anak. dan apabila lahir dari 

pernikahan beda agama yang tidak tercatat maka ia memilki hubungan 

                                                           
 24 

Fajri Hariansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda 

Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam”, (Skripsi, UIN Raden 

Fatah Palembang, 2018). 
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nasab dengan ibunya karena perkawinan beda agama tidak sah dilarang 

setiap agama masing-masing. 

Hasil persamaan penelitian ini dari keduanya sama-sama dari segi  

membahas perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan yang tidak 

tercatat dan, keduanya merupakan jenis penelitian normatif. Adapun 

perbedaannya terletak pada akibat perkawinannya beda agama terhadap 

anak, sedangkan perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, 

identitas diri, perlidungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk 

agama, dan perlindungan khusus anak. Jaminan perlindungan diberikan 

kepada semua anak tanpa memandang status sah anak tersebut. Sedangkan, 

pada penelitian ini menegaskan bagaiman anak dari poligami siri mendapat 

perlindungan hukum. 

2. Nurul Aini (2016) dengan judul “Perlindungan anak dalam perkawinan 

poligami menurut Muhammad Syahrur prespektif Undang-Undang 

No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”.
25

 Skripsi ini membahas 

tentang pendapat Muhammad Syahrur tentang perlindungan anak hukum 

kepada anak dalam poligami perspektf Undang-Undang No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Dengan rumusan masalah; 1. Bagaimana 

perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad 

Syahrur, 2. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami 

menurut Muhammad Syahrur prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002. 
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Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan anak dalam 

poligami yang dilakukan suami, bahwa dari pemikiran muhammad Syahrur 

dengan undang-undang perlindungan anak mempunyai tujuan sama yakni 

upaya pemeliharaan dan perlindungan anak. Dan juga sama-sama mengkaji 

perlindungan hukum terhadap anak dalam poligami, keduanya merupakan 

jenis penelitian normatif pendekatan perundang-undangan, sedangkan 

perbedaannya penelitian terdahulu terletak pada perlindungan hukum 

terhadap anak dalam poligami menurut muhammad syahrur dan penelitian 

saat ini perlindungan hukum terhadap anak dalam poligami sirri  

3. Moh. Wahyu AL Waris (2022) dengan judul “Perlindunga hukum 

terhadap hak-hak anak hasil zina perspektif hukum Islam dan hukum 

positif”.
26

 Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum dari 

perspektif hukum Islam serta hukum positif mengenai hak anak yang lahir 

dari hasil zina, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana perlindungan 

hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam?. 2. 

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif 

hukum positif?. 3.bagaimana peran lembaga negara dalam menjamin dan 

melindungi hak anak hasil zina?. 

Hasil penyajian data dari penelitian tersebut menjelaskan tentang 

sudut pandang hukum islam dan hukum positif terkait perlindungan hukum 

bagi anak yang lahir dari hubungan zina. Dalam hukum Islam bahwa anak 

dari yang lahir dari zina tetap harus mendapatkan haknya, pendidikan dan 
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pengasuhan, serta seorang bapak yang menghamilinya wajib untuk 

memberi nafkah serta memerikan hak anak warisan dengan wasiat wajibah. 

Maka segala sesuatu kebutuhan anak harus dicukupi. Sedangkan dalam 

hukum positif yakni anak hasil zina tetap berhak memperoleh perlindungan 

hukum sebagaimana mestinya dan mempunyai hak untuk bertumbuh 

berkembang, hak pendidikan dan hubungan berhak mempunyai hubungan 

keperdataan pada ayah biologisnya dan dijamin jaminan hukumnya oleh 

negara. Kemudian negara menjamin perlindungan hukum bagi anak dengan 

adanya lembaga yang berwenang seperti KPPA, KPAI, Komnas PA 

meskipun belum maksimal menjalnkan tugasnya.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yakni sama-

sama mengkaji perlindungan anak dalam konteks yang berbeda dan sama 

sama kategori anak diluar nikah sedangkan perbedaanya itu fokus 

penelitian terdahulu ini fokus ke bagaimana perlindungan hukum yakni 

hukum Islam dan positif, hukum Islam dan Positif dan fokus penelitian 

saya fokus terhadap perlindunga terhadap anak dalam putusan pengadilan, 

yang anak tersebut sah secara agama cuma tidak sah secara hukum positif 

karena orangtua anak melanggar ketentuan nikah yang tertera pada undang-

undang sehingga berakibat pada anak hasil nikah yang tidak patuh undang-

undang pekrawinan. 
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4. Ansar (2017) dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak yang 

lahir dari perkawinan dibawah tangan (studi komparatif antara 

hukum Islam dan hukum Nasional)”.
27

 Skripsi ini membahas tentang 

anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan berdasarkan penegakan 

hukumnya, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana kedudukan anak yang 

lahir dari perkawinan dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum 

Nasional. 2. Bagaimana pertanggung jawaban ketika anak yang lahir dari 

perkawinan dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perkawinan dibawah tangan 

menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum 

terhadap anak mengenai nikah dibawah tangan membandingkan antara 

Hukum Islam dan Hukum Nasional, perbedaann hukum Islam dan positif , 

dalam hukum Islam setatus anak sah mempunyai hubungan nasab dengan 

ayahnya sedangkan dalam hukum positif setatus anak tidak sah hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam 

undang-undang positif anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dari kebebasan. Anak yang lahir 

dari perkawinan dibawah tangan  bahwa sangat dilindungi neagara hal itu 

diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang 

perlindungan anak. 
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Kesamaan penelitian terdahulu ini yakni membahas perlindungan 

hukum terhadap anak  dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum 

positif dan keduanya merupakan jenis penelitian normatif pendekatan 

perundang-undangan. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu 

membahas perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan dibawah 

tangan, lantas dalam penelitian ini lebih cenderung menkaji mengenai 

perlindungan hukum bagi anak dari adanya poligami sirri. 

B. Kajian Teori 

1. Perlindungan Hukum Anak 

Memberikan perlindungan hukum, dikata lain juga 

mengakomodir dan mengorganisasikan semua hak hak masyarakat agar 

tidak saling bertubrukan guna untuk bisa dinikmati haknya dari berbagai 

kepentingan. Dalam perlindungan hukum berfungsi sebagai direktif, 

integratif, stabilitatif, perfektif, korektif dan karena secra umum tujuan 

dari perlindungan hukum itu  sendiri untuk keamanan, ketertiban, 

ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian, kebenaran dan keadilan. 

Suhardjo mengemukakan dalam Teori Perlindungan Hukum yakni 

teori pengayoman28. Muhsin berpendapat jenis perlindungan hukum 

adalah menjaga subjek hukum sesuai yang berlaku regulasi perundangn-

undangan itu, serta dengan melalui sanksi menegakkannya Perlindungan 

hukum dibagi dua jenis, yaitu: 
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a. Perlindungan preventif, yakni pemerintah memberikan perlindungan 

didapatkan dengan mematuhi ketentuan yang sudah diatur dan 

menjauhi pelanggaran sebagai peringatan untuk mentaati kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan ini memiliki maksud 

untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan jika benar 

melanggar suatu pelanggaran dengan memberikan sanksi, denda atau 

penjara dan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. 

Untuk melindungi kepentingan manusia terdapat empat pilar 

perlindungan hukum, untuk penegakan hukum yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, jaminan hukum dan keadilan hukum.  

Dalam menegakkan dan mencapai keadilan hukum harus 

tersusun dengan baik dan patuh terhadap regulasi beserta sesuai dengan 

alat bukti serta barang bukti, dan jika regulasi dijalankan dengan baik 

tidak akan ada penyimpangan aturan hukum yang sudah disusun dan 

dilaksanakan dengan baik guna mendapat kepastian hukum serta 

keadilan hukum.
29

 

Pembahasan perlindungan hukum pada anak hasil dari nikah 

poligami siri, penetapan yang ditetapkan majelis hakim yang ditolak 

dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga anak yang lahir 

dari perkawinan yang tidak tercatat penting untuk dilindungi anak 
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tersebut, dan keabsahan anak berkaitan erat dengan keabsahan 

pernikahan kedua orangtuanya
30

 

Dan seorang anak merupakan manusia sejak dilahirkan dalam 

keadaan suci, konsesnsus yang sudah ada berupa nilai-nilai warisan 

norma luhur yang berada dilingkungan genealogis dan manusia sudah 

berada pada naungan alam dengan diiringi oleh contoh perilaku 

keteladanan, tanpa disadari sama sekali.
31

 

Pada konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai 

perlindungan anak, jelas bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat 

hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi wajar sesuai harkat 

martabat  manusia serta mendapat perlindungan  dari dekriminasi dan 

kekerasan. Dan memilki potensi sebagai generasi tunas muda harapan 

bangsa dan negara.
32

 Dalam Islam juga mengatur mengenai tentang anak  

Maka dari kesimpulan ini, negara harus hadir melindungi 

kepentingan anak, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. 

dan yang pastinya rasa keadilan inilah yang dituntut oleh anak, guna 

memenuhi hak haknya sebagai warga negara Indonesia untuk 

kesejahteraannya. 

2. Isbat Nikah 

Kata Isbat secara bahasa adalah tsahabata artinya penetapan, 

mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan 
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(kebenaran sesuatu). Isbat Nikah atau pengesahan nikah adalah perkara 

yang diajukan dengan tujuan mohon dinyatakan sah atas suatu 

perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah. 

Isbat Nikah disebut juga pengesahan perkawinan perkara voluntair yang 

kewenangannya ranah pengadilan Agama atau mahkamah syari’ah.
33

 

Dasar hukum isbat nikah sebagian besar berkaitan dengan wewenang 

pengadilan agama dalam menangani kasus isbat nikah, khususnya untuk 

mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. 

Hal ini bertujuan untuk mencapai keseragaman kewenangan pengadilan 

agama di seluruh wilayah nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan 

agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan 

berlakunya undang-undang ini, keanekaragaman peraturan yang mengatur 

lingkungan peradilan agama diakhiri.
34

 

Setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan 

Isbat Nikah dalam perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-undang 

Nomor 1974, dan sebelum beralakunya undang-undang tersebut pengaturan 

isbat nikah dapat dilihat dalam penejelasan landasan yuridis mengenai isbat 

nikah adalah Pasal 49Ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

                                                           
 
33

 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal 

Press, 2016): 125. 

 
34

 Jamaluddin, Nanda Amalia, 126. 



 

 

26 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) KHI, memaparkan klarifikasi 

mengenai prosedur Isbat Nikah, khususnya untuk perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 Ayat (2) 

KHI menyatakan bahwa untuk perkawinan setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum diatur dalam pasal 7 ayat 2, pihak 

yang tidak dapat mengajukan akad nikah dapat mengajukan Isbat Nikahnya 

ke pengadilan Agama. Meskipun demikian, Pada Pasal 7 Ayat (3) 

menegaskan bahwa terbatasnya pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama 

terhadap hal tertentu.
35

 

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang manusia antara laki-

laki dan perempuan diikuti percampuran keluarga baik dalam latar 

belakang segi budaya, ekonomi dan lain-lain, tidak hanya itu secara 

psikoligis yakni menyatukan dua karekter berbeda dalam persatuan 

karena scera fitrah manusia memilki karakter kepribadian yang berbeda- 

beda. Guna mendapatkan dari tujuan pernikahan tersebut diharuskan 

seorang yang hendak menikah mengikuti prosedur yang ada seperti 

dengan diawali bimbingan pra nikah
36

. 

Berbeda dengan nikah siri yang tidak mengikuti prosedur, 

pengertian nikah siri yang biasa berkembang di masyrakat Indonesia. 

Nikah siri diartikan sebagai perkawinan yang tidak tercatat dilaksanakan  

sah menurut agama,.dan seharusnya nikah dicatat dan pencatatan 
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dilakukan pegawai pencatat nikah sesuai pasal 5 KHI dan pasal 6 KHI 

ayat 2disebutkan jika perkawinan tidak tercatat berada diluar pengawasan 

pegawai pencatatan nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum, akan 

berakibat pada timbulnya persoalan hukum karena tidak tertib hukum.
37

 

Penertiban nikah sangat penting untuk keberlangsungan hidup 

dalam keluarga, sebab dengan mengikuti aturan ketentuan nikah 

khususnya pencatatan nikah guna untuk memberi jaminan hukum, 

dikhawatirkan suami sewenang-wenang maka istri bisa mangajukan ke 

pengadilan. Dengan tertib agar mewujudkan kemaslahatan, hal ini sebagai 

prioritas khusu dalam tujuan hukum Islam.sehingga dapat mengurangi 

kekurangan dan kemudharatan dalam berkeluarga.
38

 

Dengan demikian isbat nikah merupakan solusi alternatif ketika 

suatu pernikahan itu tidak mengikuti ketentuan undang-undang 

pernikahan, sehingga menjadikan pernikahan sah diakui secara hukum 

positif dan mendapatkan keadilan. Namun isbat nikah bagi pelaku yang 

melakukan poligami siri tidak dapat di tindak lanjuti sebab 

3. Kompilasi Hukum Islam 

Makna  kompilasi berasal dari kata “compilare” yang berarti 

menghimpun bersama. Dalam konteks hukum, Kompilasi Hukum 

merujuk pada pengumpulan dan penyusunan berbagai peraturan 

hukum yang tersebar menjadi satu dokumen yang terorganisir dan 

komprehensif. Hal ini memudahkan pemahaman dan penerapan 
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hukum secara lebih sistematis. Dengan demikian, istilah kompilasi 

menggambarkan upaya untuk menyusun dan mengumpulkan 

peraturan hukum menjadi satu sumber yang terpadu.
39

 Pada tahun 

1991ditetapkan KHI di Indonesia, namun terkait definisi kompilasi serta 

KHI tidak disjelaskan secara tegas.
 40

 

Ringkasan beberapa pendapat hukum dari berbagai kitab yang 

ditulis oleh para Ulama Fiqh yang digunakan sebagai rujukan di 

Pengadilan Agama guna mengolah serta mengembangkan data-data yang 

kemudian digabung menjadi satu, ha tersebut yang biasa dikenal dengan 

nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).
41

 

a. Sejak tahun 1882 peradilan Agama telah lahir, namun para hakim 

dalam memutuskan perkara masih belum landasan atau dasar hukum 

yang seragam khususnya hukum Islam, terkadang sering setiap kasus 

yang sama berbeda dalam menyelesaikan masalah.
42 

Untuk meredamh demikian ini, Bustanul arifin menggagas 

menyusun sebuah buku yakni adanya Kompilasi Hukum Islam 

dianggap pentibg sebagai pedoman ditingkat lingkungan peradilan, 

sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mencapai kesatuan dan 

kepastian hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.
43
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Gagasan tersebut disepakati dan Bustanul Arifin ditunjuk 

sebagai koordinator tim pelaksana dengan beranggotakan dari 

beberapa pejabat istansi pemerintahan Departemen Agama dan 

Mahkamah Agung  sebagaimana surat keputusan bersama yang 

diterbitkan ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tertanggal 25 

maret 1958 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985.
44

 

Dengan segala upaya yang telah dikerahkan hinngga melibatkan para 

cendekiawan muslim khususnya ulama, akhirnya terbitlah 

suratkeputusan presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan di taukidi menteri 

Agama tertanggal 22 Juli 1991 surat keputusan Nomor 154 Tahun 

1991. 

b. Isi pokok Kompilasi Hukum Islam 

Dalam KHI terdapat tiga buku yakni hukum perkawinan. 

Hukum waris dan hukum wakaf. Terdapat 229 pasal, terdiri 170 pasal 

19 bab tentang perkawinan, 43 pasal 6 bab kewarisan, 12 pasal  5 bab 

perwakafan. Dari ketiga pembahasan tersebut paling banyak 

pembahasan hukum perkawinan yang banyak juga duplikasi diatur 

pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975.
45

 

4. Hukum Perdata 

Hukum perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk 

hukum yang berasal dari sistem Eropa Kontinental (Eropa Continental 
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System). Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental, yaitu 

hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi adalah pembentukan 

hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. 

Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah Burgerlijke Wet Boek yang 

diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Di dalam sistem Eropa Kontinental, hukum dikelompokkan ke 

dalam dua bidang hukum, yaitu: 

a. Hukum Publik (Publiek Recht) 

b. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa 

dan warga negarannya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-

norma yang mengatur kepentingan umum. Yang termasuk hukum 

publik, yaitu: 

1) Hukum Tata Negara 

2) Hukum Adminitrasi Negara 

3) Hukum Pidana 

a. Hukum Privat (Privat Recht) 

Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga 

negara (individu) dengan warga negara (individu) lainnya, atau disebut 

juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur kepentingan pribadi 

(individual). Yang termasuk hukum privat, yaitu: 

1) Hukum Perdata 

2) Hukum Dagang 
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Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari 

burgerlijkerecht, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga sipil 

hukum perdata disebut juga civilrecht. Hukum perdata merupakan bagian 

dari hukum privat (privaatrecht) yang pengaturannya terdapat di dalam 

Burgerlijke Wetboek disingkat (BW) atau kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

Hukum perdata terdiri dari perdata materil dan hukum perdata 

formil, hukum perdata materiil adalah materi hukum perdata yang 

sebagian besar terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijke Wetboek). Hukum perdata tertulis dalam arti luas meliputi 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel= 

W.v.K), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, 

Undang-Undang Tentanng Hak Tanggungan, dan Undang-Undang 

Fidusia. Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur 

tentang tara cara penyelesaian perkara perdata, atau disebut dengan istilah 

Hukum Acara Perdata. 

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi 

dalam 4 (empat) bagian, yaitu: 

1) Hukum perorangan diatur dalam: Buku 1 KUH Perdata dan Undang-

Undang Perkawinan 

2) Hukum keluarga diatur dalam: Buku 1 KUH Perdata dan Undang-

Undang Perkawinan 
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3) Hukum harta kekayaan, diatur dalam; Buku II KUH Perdata, Undang-

Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Tentang Fidusia; dan 

4) Hukum Waris diatur dalam: Buku II KUH Perdata, Hukum Islam dan 

Hukum Adat. 

Materi dan isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 

1) Pengantar  

2) Hukum perorangan 

3) Hukum perkawinan 

4) Hukum Benda dan Jaminan, 

5) Hukum Waris 

6) Hukum Perikatan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, 

yaitu: 

1) Buku 1 tentang Orang (Van Personen) 

2) Buku II tentang Benda (Van Zaken) 

3) Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) 

4) Buku IV tentang Bukti dan Daluarsa (Van Bewijs en Verjaring). 

Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materiil dan hukum 

perdata formiil. Hukum perdata materill berisi norma-norma yang 

mengatur hubungan hukum antara satu individu dengan individu lainnya, 

sedangkan hukum perdata formiil berisi norma-norma yang mengatur 

proses penegakan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil lazim 

disebut hukum perdata saja, sedangkan hukum perdata formiil lazim 



 

 

33 

disebut hukum acara perdata.
46

 Dan menurut Ridhuan Syahrani 

menyatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan 

hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam kehidupan 

masyarakat dengan menekankan pada kepentingan pribadi.
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bagian ini berupa metode yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh 

data yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Metode 

penelitian ini merupakan salah satu upaya yang berguna dalam memecahkan suatu 

masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan
48

. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, suatu kegiatan dengan melakukan 

analisis yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran 

terstentu, dengan tujuan guna memahami gejala-gejala hukum, hal tersebut yang 

biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diguanakan untuk 

mengindetifikasi dktrin atau aturan hukum serta menjawab permasalahan-

permasalahan yang dihadapi.
49

 Metode penelitian karya ilmiah yang kali ini 

digunakan  oleh peneliti didalam penelitiannya kali ini yaitu : 

A. Jenis Penelitian  

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) dan studi terhadap putusan kasus 

yakni dengan cara mengidentifikasi dengan upaya yang sistematis dan juga 

melakukan sebuah analisis yang mendalam dari serangkaian dokumen yang 

berkaitan dengan informasi, objek, tema, dan juga masalah yang ada di dalam 

sebuah penelitian. 
50

 Jenis dari penelitian yang dimaksud adalah dengan upaya 
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pengkajian yang lebih focus dan juga mendalam dari berbagai literatur yang 

telah dikumpulkan, baik melalui semua dari serangkaian buku,  sejumlah 

catatan,  serangkain artikel, e-book, jurnal hukum, atau juga dengan hasil dari 

penelitian yang terdahulu dengan kaitannya sebuah poligami sirri.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yakni peneliti mengkaji 

masalah ini berdasarkan undang-undang, dimana peneliti akan membahas 

permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak poligami siri. Oleh karena 

itu peneliti mengkaji aturan-aturan yang terdapat pada pasal Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).   

C. Sumber Bahan Penelitian 

Dua sumber yang digunakan peneliti di dalam penelitian kali ini, diantaranya:  

1. Bahan Sumber Primer, merupakan sumber-sumber bahan mengenai kajian 

hukum yang mengikat dalam hal ini adalah : 

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)   

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

c. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 

d. Putusan Hakim Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp 

2. Bahan Sumber Sekunder, yakni sejumlah data yang bisa diperolah dari 

serangkaian dokumen yang memiliki bentuk seperti catatan formal yang 

upayakanya dengan mengumpulkan serta dilakukan telaah beberapa 

literature yang berupa undang-undang, putusan hakim, buku, catatan, 

jurnal, skripsi serta dokumen maupun diktat yang didapatkan dari 
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redaksi.
51

  

D. Teknik Pengumpulan Bahan 

Dalam penelitian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 

studi pustaka (bibliography); yakni pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
52

 Sumber bahan yang dimaksud 

berupa buku-buku, jurnal, skripsi, putusan, dan lain-lainya yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. 

E. Analisa Bahan  

Metode analisis bahan yang digunakan didalam sebuah penelitian kali 

ini yaitu dengan penggunaan metode yuridis-normatif. Dimana penelitain 

yang digunakan adalah dengan analisis yuridis normatif yang hal tersebut 

adalah penelitian yang memiliki acuan terkait dari norma hukum yang ada 

pada serangkaian norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-

undangan dan juga sebuah putusan pengadilan. 
53

 

F. Keabsahan Bahan  

Keabsahan sata dari suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat 

utama, sebab dengan keabsahan data tersebut suatu penelitian dapat diuji 

kredibilitas serta orisinilitasnya. Dalam penelitian ini keabsahan data yang 

digunakan ialah tekik triangulasi, berupa triangulasi data. Sehingga penelitian 

ini merupakan sebuah jenis penelitian yang memiliki sumber dari bahan 

                                                           
 
51

 Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1998),. 32. 

 
52

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 50. 

 
53

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),. 24. 



 

 

37 

tertulis yang diberikan pandangan yang memiliki perbedaan dari fenomena 

yang dikaji dan juga diteliti.
54

 

G. Tahap-tahap penelitian 

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang mana data diperoleh dari 

buku, jurnal, artikel, dan sebagainy. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam 

penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data tahapan penyajian data dan 

tahapan penarikan kesimpulan.
55
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Kasus Posisi Putusan Nomor: 341/Pdt.G/PA.Mtp. 

  Pada pokok persoalan putusan perkara mengenai Isbat Nikah 

poligami dan penetapan anak yang diajukan oleh Pemohon I (Suami) Pada 

pekara ini pemohon I dan pemohon II surat permohonannya telah terdaftar 

pada tanggal 22 April 2019  di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura 

dengan register nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Mtp. adapun kronologinya ialah 

bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada 

tanggal 03 maret 1991 di Banjarmasin dibuktikan dengan akta nikah nomor 

A4/1072/55/III/91 tanggal 1991 dan dikaruniai tiga orang anak. Setelah 

menikah dengan termohon bernama Safriyana, pemohon 1 melangsungkan 

pernikahan kembali dengan Pemohon II bertempat di Bangkal dan telah 

mendapat izin istri pertama dengan dibuktikan surat tidak keberatan untuk 

dimadu pada tanggal 30 Oktober 2017 akan tetapi pernikahannya tersebut 

tidak sah/nikah sirih pada tanggal 30 Agustus 2013,  dengan wali nikah ayah 

kandung Pemohon II dan dua orang saksi nikah bertempat di Banjarmasin, 

sehingga pernikahan para pemohon tidak pernaha tercatat pada Kantor 

Urusan Agama.  

  Selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu 

orang anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2017. Oleh karena itu perkawinan 

anatara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri, akibatnya pemohon 

tidak mendapatkan akta nikah dari KUA. Berdasarkan uraian dari alasan 
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tersebut, pihak pemohon membuat pengajuan terkait isbat nikah dan 

Penetapan anak di Pengadilan Agama Martapura guna memperoleh akta 

nikah serta dapat mengurus akta kelahiran anak. dan yang dimohon: 

1) Mengabulkan permohonan para pemohon  

2) Menetapkan sah alat bukti dan saksi pemohon I dan pemohon II menurut 

hukum. 

3) Menetapkan pernikahan/ perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II 

yang dilangsungkan pada 30 Agustus 2013 . 

4) Menetapkan satu orang anak yang lahir dari Pemohon I dan Pemohon II 

yang bernama anak lahir pada 24 juni 2017. 

5) Memerintahkan kepada KUA setempat pernikahan yang dilaksanakan 

dibuatkan buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. 

6) Putusan yang sudah dikeluarkan sebagai bukti pernikahan resmi antara 

Pemohon I dan Pemohon II  untuk Pembuatan Akta Kelahiran anaknya di 

Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. 

7) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentua hukum berlaku. 

  Dalam proses persidangan setelah majelis hakim memerintahkan  

jurusita pengganti Pengadilan Agama Martapura untuk mengumumkan 

permohonan pengesahan nikah, bahwa dalam tenggang waktu 14 sampai pada 

hari sidang tidak pihak yang manyatakan keberatan atas permohonan Isbat 

nikah poligami dan penetapan anak. Pada saat hari sidang yang telah 

ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa hadir namun diwakili oleh 

kuasanya sedangkan pihak termohon tidak menghadiri juga disebabkan suatu 
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halangan yang sah tapi termohon tidak menyuruh untuk diwakili alhasil tidak 

ada yang mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi. Mejelis hakim 

mencoba untuk mendamaikan dengan mediasi antara pemohon dan termohon 

akan tetapi tidak berhasil, termohon pun tidak pernah datang meskipun 

dipanggil secara resmi. Lalu dimulai pemeriksaan dan dibacankanlah surat 

permohonan pemohon I dan pemohon II serta meneguhkan dalil-dalil 

permohonannya yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon didepan 

sidang dengan mengajukan dua alat bukti berupa bukti Surat dan bukti dua 

orang Saksi. 

 Pertimbangan Hukum dan Putusan dalam putusan ini yang 

merupakan tugas dan wewenang peradilan Agama Martapura maksud tujuan 

permohonan pemohon 1 dan pemohon II, pertimbangan hukumnya yang 

mana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) 

Undanng-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009. 

 Maksud dari pemohon 1 dan pemohon II mengajukan isbat nikah poligami 

dan penetapan anak sebagai kebutuhan untuk membuat adminitrasi anak, 

dikarenakan pemohon 1 dan pemohon II melangsungkan perkawinan tidak 

dicatatkan pada petugas pencatatan nikah diwilayah Kantor Urusan Agama 

(KUA)  mereka maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) 

Undanng-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 
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Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi 

Hukum Islam, maka mempunyai kepentingan hukum yang sah pemhon I dan 

pemohon II guna mengajukan pengesahan perkawinan dalam perkara ini. 

 Permohonan ini untuk dijadikan alasan hukum bagi pemohon 

untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional yang pernikahannya 

tidak tercatat, maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam beserta 

dengan surat pernyataan yang membuat istri tidak didzalimi karena paksaan 

suami untuk poligami, dengan demikian maka Isbat Nikah Poligami ditolak. 

 Berdasarkan pada pasal 55 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa asal usul anak dapat dilakukan dengan 

pembuktian adanya akta kelahiran yang autentik yang diterbitkan oelh pihak 

berwenang karna pemohon mempunyai keperluan untuk membuat akta 

kelahiran guna untuk mendapatkan penetapan asal usul seorang yang 

dikeluarkan pengadilan sebagaiman ketentuan pasal yang disebutkan diatas 

pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 103 

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. 

 Perkawinan sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing 

sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat pegawai pencatatan Nikah Kantor 

Urusan Agama, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut pasal 8 

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bila mana tidak dapat dibuktikan akta nikah 
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sebagaimana pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian dapat 

diajukan permohonan Isbat Nikah Poligami. Pemohon 1 dan pemohon II 

menguatkan permohonannya dengan mengajukan bukti surat tertulis dan dua 

keterang orang saksi. 

  Alat butki tertulis yang sudah diajukan segaimana pasal 2 ayat 1 

huruf a dan ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai 

Jo pasal 1 huruf a dan f dan pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 

tahun 2000 jo peraturan menteri keuangan nomor 70/PMK.03/2014, maka 

demikian alat bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat 

diterima. 

  Dan dari keterangan para pemohon, terdapat fakta bahwa 

pernikahan para pemhon 1 dan II sesuai dengan hukum Islam, pernikahannya 

masih terikat dengan termohon serta dengan pemohon tidak ada halangan 

untuk menikah, pernikahannya tidak ada izin dari pengadilan agama, 

pernikahannya tidak tercatat dikantor urusan agama. Pertimbangan Isbat 

Nikah Poligami, dalam kasus tersebut pemohon yang mengajukan Isbat 

Nikah poligami, tidak bisa membuktikan telah mendapatkan izin dari 

pengadilan agama, berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dan juga dalam pasal 3 ayat 2 serta pasal 4 Undang-

undang ini. Maka seorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain 

tidak dapat untuk kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. 

  Sementara itu, pengadilan bisa mengizinkan pihak suami memiliki 

beberapa istri jika hal tersebut ingin dilakukan oleh seseorang yang memiliki 
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sangkut-paut, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1. 

Dinyatakan bahwa jika seorang suami berkeinginan memiliki lebih dari satu 

orang istri, sesuai dengan ketentuan bahwa, ia diwajibkan untuk membuat 

pengajuan permohonan di Pengadilan wilayahnya. Ayat 2 dari pasal tersebut 

menyebutkan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami 

yang ingin memeliki lebih dari satu orang istri jika terdapat alasan-alasan 

tertentu, yaitu: a. istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. istri tidak mampu melahirkan keturunan. Selan itu ketentuan pada pasal 5B 

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk mendapatkan izin beristri 

lebih dari satu orang suami harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: a. 

mendapatkan persetujuan dari istri yang sudah ada; b. Menunjukkan 

kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-

anak mereka. Dan ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentan pasal 41 huruf b 

peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan 

secara tertulis dengan diperkuat persetujan secara lisan yang disampaikan 

dalam sidang Pengadilan Agama.
 56

  

  Dengan tidak mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 

9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas adanya fakta yang sudah 

disebutkan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undang undang-

undang No 1Tahun 1974. Pertimbangan isbat nikah poligami harus ditolak 

meskipun dengan alasan kepentingan anak. 
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  Pertimbangan penetapan anak, pemohon 1 dan pemohon II 

mempunyai seorang anak wajib dibuktikan dengan akta kelahiran autentik 

akan tetapi faktanya pemohon I dan pemohon II tidak bisa membuktikan 

dengan akta kelahiran alhasil permohonan penetapan anak tidak bisa diterima. 

Berdasarkan pertimbangan Majlis hakim mengadili bahwasannya pihak 

termohon dipanggil secara resmi akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, 

menolak permohon pemohon I dan pemohon II dan menolak penetapan anak 

yang bernama Muhammad Yahya Jarob bin Anwar Rahmatulllah.  

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di 

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Putusan Nomor 

341/Pdt.G/PA.Mtp. 

Manusia adalah miniatur dari keajaiban alam ciptaan tuhan. Ada 

orang secara Individual yang kuat dan mulia itu kemudian sukses secara 

sosial, menjadi orang terhormat dan yang dihormati oleh masyarakat. Ada 

orang lain yang kepribadian individualnya sangat baik tetapi ia tidak sanggup 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya sehingga keunggulan 

kepribadian individualnya tidak memberi kontrubusi dalam percaturan sosial 

dan akibatnya secara sosial ia tidak dihitung oleh masyarakat sekelilingnya.
57

 

Dalam kehidupan bersosial dimasyarakat kesejahteraan merupakan 

bagian pokok penting dan unit terkecil dari masyarakat. Yang terdiri dari 

kepala keluarga yang terkumpul beberapa orang dalam satu tempat dibawah 

satu atap saling ketergantungan yakni keluarga. dalam keluarga poligami 
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kesejahteraan istri dan anak yang paling utama terlebih khusus seorang anak, 

dan disini peran kepala keluarga sangat penting dalam berkeluarga. Dalam 

undang undang perkawinan pasal 42 disebutkan anak sah ialah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
58

 

Pada putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. yang berfokus membahas 

persoalan tentang perlindungan hukum terhadap anak, yang mana adanya 

latar belakang pembahasan perlindungan anak ini disebabkan karena putusan 

majelis hakim Pengadilan Agama Martapura menolak atau tidak menerima 

beberapa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tentang pengesahan 

nikah pada istri yang kedua dan penetapan anak . 

Berkaitan dengan fokus penelitian penulis bahwa putusan majelis 

hakim mengenai penetapan anak yang ditolak/ tidak diterima, maka penting 

untuk perlindungan jaminan hukum terhadap anak tersebut. Karena berbicara 

seorang warga negara mempunyai hak mendapatkan jaminan perlindungan 

dari negara dalam setiap aktivitasnya setiap hari-harinya, hal ini tentu untuk 

pemenuhan mendapatkan perlindungan secara adil didepan hukum dan 

pemerintah.
59

  

Pada putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp pertimbangan hakim dalam 

mengadili perkara yang sudah diputuskan, dalam pertimbangan hukum 

disebutkan dari keterangan bukti surat dan keterangan saksi menemukan fakta 

mendasar yakni seorang suami ketika melakukan nikah poligami secara siri 
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yakni 

1. Tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan 

2. Menikah sah sesuai hukum Islam 

3. Tidak tercatat pada register dalam kua ditempat berlangsungnya 

pernikahan 

4. Mempunyai anak 

5. Tidak izin ke pengadilan agama 

Dari fakta tersebut yang menjadi dasar kuat pengadilan bahwa 

hubungan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan bertentangan 

dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini 

juga diatur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 56 yang 

menyebutkan: 

1. Suami ysng berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu orang harus 

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama 

2. Pengajuan permohonan izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam bab VIII 

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. 

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat 

tanpa izin dari pengadilan agama, tidak memiliki kekuatan hukum.
60

 

Dengan ketentuan poligami dalam undang-undang yang dilanggar 

oleh suami, sehingga dalam pertimbangan tersebut membuat dampak 

terhadap seorang anak yang lahir dari pernikahan siri, yakni anak dari 
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pemohon 1 dan pemohon II, melalui pertimbangan tersebut hakim menolak 

permohonan dari para pemohon, yang isi dari permohonan tersebut 

menyangkut  pengesahan pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan 

penetapan anak demi kepentingan anak. 

Dari putusan pengadilan agama yang disebutkan diatas bahwa seorang 

anak yang lahir dari pemohon 1 dan pemohon II harus menerima konskuensi 

akibat dari perbuatan orang tuanya yang melanggar terhadap hukum yakni 

pernikahan yang seharusnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum 

Islam dan KUHperdata yang berkaitan dengan perakawinan tidak ditaati oleh 

pemohon 1 sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya, istrinya hingga 

kepada anaknya. Yang mana isi permohonannya mencakup pengesahan 

nikahnya, yang kedua dengan pemohon II dan penetapan anak, tapi 

permohonan para pemohon tersebut ditolak atau tidak diterima didalam 

putusan tersebut. 

Pertimbangan hukum ditolaknya permohonan para pemohon yakni 

pernikahannya tidak ada izin ke pengadilan agama, dan tidak tercatat dikantor 

urusan agama. Para pemohon dalam mengajukan Isbat Nikah Poligami tidak 

bisa membuktikan bahwa sudah mendapatkan izin dari pengadilan agama 

sedangkan posisinya pemohon 1 masih terikat pernikahan dengan termohon 

(Istri yang pertama). Pemohon 1 wajib hukumnya izin ke pengadilan beserta 

yang bersangkutan jika pemohon 1 menikah lebih dari seorang, hal tersebut 
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telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 58 KhI.
61

 Serta, 

pertimbangan hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kamar agama yang 

berbunyi; 

“Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar siri meskipun dengan 

alasan kepentingan anak tidak dapat diterima. Guna menjamin kepentingan 

dapat mengajukan permohonan asal usul anak.”  

Dengan pertimbangan tersebut bahwa Isbat Nikah Poligami ditolak.
62

 

Sehingga para pemohon tidak bisa mendapatkan akta nikah. Dengan tidak 

adanya akta nikah orang tua penyebab tidak adanya akta kelahiran, 

berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 kamar agama huruf A anka 8, 

penetapan anak yang bernama Muhammad Yahya Jaqob bin Anwar 

Rahmtullah tidak bisa diterima atau ditolak. Sebagaimana pasal 89 ayat 1 

undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pada undang-undang 

nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua pada undang-undang nomor 3 

tahun 2009, dan mengingat ketentuan mengenai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara 

tersebut. 

Dari keputusan penetapan majelis hakim dalam rapat 

permusyawaratan yang menolak permohonan para pemohon 1 dan II bisa 

dicermati bahwa majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum sema 

nomor 3 tahun 2018 kamar agama yang isinya “ permohonan isbat nikah 

poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak 
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harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak 

dapat diajukan permohonan asal-usul anak.” Maka dalam kasus putusan ini 

jelas, guna untuk mendapatkan jaminan hukum bagi anak yang lahir dari 

perkawinan poligami siri harus mengajukan asal usul anak ke Pengadilan 

Agama.
63

 

Pertimbangan hukum berikutnya sebagaiamana undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi 

“pengadilan agama kepada suami memberikan izin ketika suami akan beristri 

lebih dari seorang apabila: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

2. Istri mendapat penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau cacat badan 

pada istri 

3. Istri mandul atau tidak dapat memberikan/melahirkan keturunan
64

  

Lebih lanjut pasal 58 ayat 1 KHI menegaskan bahwa untuk 

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi 2 syarat 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 Tahun 

1974, yaitu:  

1. Terdapat persetujuan dari istri  

2. Terdapat kepastian bahwa suami memiliki kemampuan untuk memastikan 

kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian izin dari 

Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada persetujuan istri tetapi 
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juga memerlukan keyakinan bahwa suami mampu untuk menjamin 

kebutuhan anggota keluarganya.  

Dari ketentuan undang-undang pasal diatas, suami tidak mematuhi 

ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga demikian yang membuat 

Isbat Nikah Poligami ditolak/tidak diterima. Dan juga dalam permohonan 

penetapan anak yang diajukan para pemohon tidak dapat memberikan bukti 

yang sudah ditentukan maka permohonan penetepan anak tidak bisa diterima. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka anak yang lahir dari 

pernikahan poligami siri konsekuensi yakni: 

1. Status anak disamakan atau setara dengan anak luar nikah, terkait anak 

luar kawin tidak dicatatkan dianggap anak luar kawin oleh negara, 

sehingga mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.
65

 Dengan tidak 

tercatatnya pernikahan orang tuanya maka tidak bisa juga menunjukkan 

akta nikahnya, hal ini penyebab tidak adanya akta kelahiran dan 

berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak 

tersebut.
66

 Dan tidak berhak, haknya khususnya atas warisan dari ayahnya. 

2. Seorang anak hanya menjalin hubungan nasab atau perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Jika identitas seorang anak yang lahir kemudian 

tidak terdaftar hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan. 

Negara memiliki kewajiban untuk mamstikan pemenuhan hak dasar setiap 
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anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-ahak mereka termasuk 

kelangsungan hidup tumbuh dan kembang anak.
67

 

3. Anak hasil perkawinan siri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, 

warisan dan hak-hak lainnya. Mereka tidak memperoleh hak-hak materiil 

dan moril yang seharusnya diberikan oleh ayahnya termasuk hak 

pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak 

perempuan dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Hak-

hak tersebut. Tidak diperoleh karena anak  tidak  memiliki  bukti  

apa- apa, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya hanya dari 

ibunya 
68

. Dan anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian 

yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang 

sah, sebagaimana dalam pasal 863 KUHperdata.
69

 kedudukan anak 

sangat lemah, ia bisa saja menerima hak waris namun bila mendapat 

pengakuan dari ayah kandungnya.
70

 

Dalam Sema nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama III, A-8 disebutkan 

bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak hasil dari 

poligami siri , maka harus mengajukan asal usul anak. Namun dalam 

mengajukan asal usul anak terdapat kewajiban membuktikan akta kelahiran 

akan tetapi pemohon tidak bisa membuktikan anaknya mempunyai akta 

kelahiran sebagaimana pasal 55 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan 
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nomor 1 tahun 1974 maka langsung ke Pengadilan Agama karena Pengadilan 

Agama dapat langsung mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang 

anak setelah mengadakan pemeriksaan yang terliti berdasarkan butkti yang 

sah.
71

  

Oleh karena itu, regulasi nomor 3 tahun 2018 pada bidang agama 

dengan kode A dan nomor 8 di dalamnya menciptakan suatu mekanisme 

alternatif dalam menangani kasus Isbat Nikah Poligami Siri serta penetapan 

status anak, yang saat itu belum diatur secara khusus dalam perundang-

undangan. Selain itu, perihal anak yang lahir di luar nikah juga mendapatkan 

penjelasan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. 

Pasal 43 dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak 

yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. Namun, perbedaan muncul dalam keputusan Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan juga dengan laki-laki sebagai 

ayahnya, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau 

alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk bukti hubungan darah 

dengan keluarga ayahnya. Maka dengan adanya putusan MK ini 

mencerminkan prinsiap sama atau persamaan di hadapan hukum.
72

 Guna 

mendapat hak seorang anak atas perlindungan, jaminana hukum dan hak dari 

orangtuanya. 
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Mengenai anak diluar nikah juga diatur, sejatinya seorang anak berhak 

atas perlindungan hukum, hal ini merupakan pertanggungjawaban orangtua, 

keluarga pemerintah sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak 

pasal 1 angka 2 Nomor 35  Tahun 2014 perubahan pada undang-undang no 

23 tahun 2002, setiap berhak mendapat jaminan dan perlindungan, hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan deskriminatif. Dan pasal 14 ayat 1 juga 

disebutkan dalam hidup bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui 

orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri dan juga dalam 

pasal 27 disebutkan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak 

kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dan negara pemerintah 

dan pemerintah daerah mejamin perlindungan, pemeliharaan dan 

kesejahteraan anak baik itu secara hukum.
73

  

Hasil temuan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap anak 

dalam putusan tersebut dengan mengajukan asal usul anak ke Pengadilan 

Agama guna untuk menjamin kepentingan anak sesuai dengan isi dari sema 

No.3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A nomor 8. Dan dalam ketentuan 

permohonan asal usul anak diwajibkan untuk memberikan bukti akta 

kelahrian sedangkan jika tidak punya maka Pengadilan Agama bisa langsung 

mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak. dengan demikian suatu hak 

dan jaminan hukum dan hak-hak anak bisa didapatkan setelah penetapan anak 
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yang sudah diajukan dengan cara permohonan asal usul anak. Dan dari 

sumber lain juga mengenai jaminan perlindungan hukum anak akibat 

poligami siri yaitu anak diluar nikah diatur juga dalam putusan MK No. 

46/PUU-VII/2010 dan UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. 

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di 

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam 

dan Hukum Perdata (Studi putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp.). 

Dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam Isbat Nikah 

Poligami Siri di dalam sema nomor 3 tahun 2018 akan diuraikan secara rinci 

satu persatu dimulai dari perpektif Kompilasi Hukum Islam dan selanjtunya 

perspektif Hukum Perdata sesuai dengan studi putusan nomor 

341/Pdt.G/PA.Mtp. sebagai berikut : 

1. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Isbat nikah Poligami siri di 

dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) (studi putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp). 

Pada putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp pertimbangan hakim 

dalam mengadili perkara yang sudah diputuskan, dalam pertimbangan 

hukum disebutkan dari keterangan bukti surat dan keterangan saksi 

menemukan lima fakta mendasar yakni seorang suami ketika melakukan 

nikah poligami secara siri yang sudah disebutkan. Dari fakta tersebut 

yang menjadi landasan kuat pengadilan, sebab tidak memenuhi syarat 

perkawinan bertentangan dengan undang-undang pernikahan pasal 9 No 

1 tahun 1974, dan diatur sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam 
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pasal 56 yang sudah disebutkan diatas. 

Dengan ketentuan poligami dalam undang-undang yang dilanggar 

oleh suami, sehingga dalam pertimbangan tersebut membuat dampak 

terhadap seorang anak yang lahir dari pernikahan siri, yakni anak dari 

pemohon 1 dan pemohon II, melalui pertimbangan tersebut hakim 

menolak permohonan dari para pemohon, yang isi dari permohonan 

tersebut menyangkut  pengesahan pernikahan poligami yang dilakukan 

secara siri dan penetapan anak demi kepentingan anak. 

Melalui proses Isbat nikah, sebenarnya terdapat peluang untuk 

melegitimasi praktik poligami siri ketika diajukan ke pengadilan. Hal ini 

disebabkan oleh keberadaan celah dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam yang dapat dimanfaatkan untuk mengajukan Isbat nikah. 

Pasal tersebut mengatur bahwa : 

a. Validitas perkawinan hanya dapat ditegakkan melalui akta nikah yang 

disusun oleh petugas pencatat nikah. 

b. Apabila tidak mungkin untuk memverifikasi perkawinan melalui akad 

nikah, maka Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama. 

c. Proses Isbat nikah yang dapat diterapkan di pengadilan Agama 

terbatas pada aspek-aspek berikut: 

1) Keberadaan perkawinan sebagai bagian dari penyelesaian 

perceraian. 

2) Kehilangan Akta Nikah. 

3) Keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan. 
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4) Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 

Tahun 1974. 

5) Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki 

hambatan perkawinan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 

1974. 

d. Orang yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah 

meliputi suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang 

memiliki kepentingan terkait perkawinan tersebut. 

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyajikan ketentuan yang 

bersifat dapat diartikan (terbuka untuk penafsiran), khususnya terkait 

dengan proses Isbat Nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama, 

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 huruf c dan e Kompilasi Hukum 

Islam. Huruf c menegaskan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan apabila 

terdapat keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawinan. 

Sementara itu, huruf e mencakup perkawinan yang dilakukan oleh 

individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan 

undang-undang No. 1 Tahun 1974.
74

 Namun hal ini tidak bisa dijadikan 

landasan hukum terkait permohonan yang sudah diajukan. 

Perumusan dari kamar agama mengenai permintaan perkawinan 

Poligami Isbat Nikah secara siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 

hasil rapat paripurna adalah mutlak. Demikian ini untuk menghindari 

poligami massal oleh negara, sehingga alasan seperti apapun tidak dapat 
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diterima. Namun bertentangan pernyataan hukum terakhir masih dapat 

diajukan menerapkan asal usul anak sebagai langkah solusi perkawinan 

poligami untuk alasan anak, sehingga PA tidak boleh mengesahkan 

terkait perkawinan poligami. 

Bagi Pengadilan Agama merupakan pilihan sulit karena dengan 

perkawinan adalah langkah pasangan poligami siri mendapat perkawinan 

yang mengikat secara hukum. Kalau tidak disahkan Isbat Nikah Poligami 

siri maka sama halnya melegalkan perkawinan siri, sedangkan dalam 

Islam sendiri melegalkan. Namun terdapat kekhawatiran jika Isbat 

Poligmi siri disahkan akan berdampak pada kerugian lain. Tentu bagi 

pengadilan Agama sendiri dilema dengan keadaan seperti ini apakah 

diterima atau tidak. 

Fenomena perkawinan poligami siri ini marak terjadi di 

masyarakat, dan meminta keadilan di pengadilan, kalau melihat dari 

kasus ini, anak yang lahir dari nikah siri yang dirugikan. Jika penetapan 

anak tersebut ditolak, maka anak tidak akan memiliki masa depan untuk 

jaminan hak perlindungan hukum sebab dalam perkawinan siri 

pengajuannya ditolak padahal melalui ratifikasi perkawinan bisa diterima 

biologisnya anak hasil poligami siri lalu diakui melalui akta nikah baru 

dan anaknya bisa diakui hubungan biologisnya secara sipil. 

Sehingga terkait aturan tentang perkawinan yang spesifikasi 

pada asal usul anak, anak tersebut mendapatkan perlindungan 

hukum, keadilan dan dari hukum Islam mendapatkan kesejahteran 



 

 

58 

kemakmuran yang bernilai manfaat. Dari setiap anak mempunyai 

masa depan, dan anak murni tidak mempunyai masalah dengan orang 

tua, sehingga tidak boleh menjadi korban anak tersebut dari perilaku 

perbuatan orang tua. Maksdunya anak mempunyai minatnya 

tersendiri dan kebebasan sipil harus diakui. Karena itu SEMA harus 

lebih tegas memberi izin mengenai kemaslahatan anak atau asal usul 

anak dan keadaan yang tidak memungkinkan yakni darurat.  Dan 

regristasi dan pendaftaran merupakan bukan dari syarat sah 

perkawinan, akan tetapi kewajiban adminitratif oleh hukum. 

Demikian ini, terlihat menuai kontradiksi terkait ketentuan 

teknis yudisial mengenai persoalan penyelesaian perkara dalam 

permohonan Isbat Nikah Poligami yang telah diatur pada Buku II 

sebagai pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara, yang 

mana pengadilan agama menangani Isbat Poligami memungkinkan 

diterima dan dikabulkan permohonan tersebut. Sedangkan Sema 

Nomor 3 Tahun 2018 secara tegas mengungkapkan peradilan agama 

tidak diperkenankan permohonan Isbat Nikah poligami siri dan 

permohonan tersebut tidak dapat diterima. 

Di SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tidak ada ketentuan mencabut 

terkait ketentuan pada Buku II tentang Isbat Nikah Poligami tapi dengan 

surat edaran SEMA sebagai dasar wajib acuan Hakim, karena regulasi 

tersebut merupakan acuan baru yang belum tentu termuat di regulasi lain. 

Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mempunyai putusan Isbat 
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Nikah Poligami masih inkonsistensi dan ketetapan yang sudah diatur 

Mahkamah Agung, terkait hal ini hakim tidak beracuan pada ketetapan 

tersebut, Sehiingga menjadi polemik putusan hakim tersebut yang 

inkonsisten menjadi ketidakadilan dengan tidak adanya kepastian hukum 

bagi pencari keadilan. Sehingga masih dipertanyakan kekuatan SEMA 

tersebut terkait pemberlakuannya, dan apakah masih layak untuk 

diterapkan. SEMA sendiri lebih baik untuk tidak menolak permohonan 

Isbat Nikah Poligami, tapi memberikan solusi-solusi yang lebih jelas 

kongkrit seperti pengajuan yang detail syarat-syarat terkait permohonan 

perkara tersebut atau bahkan memberikan formulasi baru terkait aturan 

ketentuan ini dalam undang-undang. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi Isbat Nikah sebelum 

adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara tersebut Isbat Nikah 

Poligami, hakim yang menangani perkara masih tidak memiliki acuan 

yang pasti dan hakim masih banyak yang menggunakan Buku II untuk 

acuan menyelesaikan perkara, didalam Buku II permasalahan Isbat Nikah 

tidak ada spesifikasi dalam pembahasan perkara tersebut tentang 

poligami siri. Inilah yang menjadi ketidakseragaman hakim 

menggunakan aturan menangani perkara yang sama. Kemudian melalui 

rapat pleno Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi SEMA Nomor 3 

Tahun 2018 bertujuan menjaga penerapan hukum dan konsistensi 

putusan agar menjadi satu kesatuan. Dengan pasca lahirnya SEMA 

Nomor 3 Tahun 2018, Hakim tidak dapat mengabulkan dan tidak dapat 
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menerima permohonan Isbat Nikah Poligami dengan alasan apapun.
75

 

Dalam intruksi presiden No 1 tahun 1991 buku 1 tentang 

perkawinan,
76

 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dijelaskan 

anak yang sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 

dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan 

oleh isteri terserbut,
77

 dan juga diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-

undang perkawinan no 1 tahun 1974.
78

 Namun dalam putusan yang 

disebutkan pada nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. Melalui proses persidangan 

dari pertimbangan hakim disebutkan bahwa permohonan para pemohon 

ditolak, sehingga anak yang lahir dari pernikahan poligami siri dari para 

pemohon 1 dan pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab 

akta kelahiran bisa didapat dengan dikabulkannya Isbat Nikah. 

Didalam putusan terdapat pertimbangan hukum yang mencakup 

pertimbangan Isbat poligami dan penetapan anak yang menyatakan 

bahwa permohonan Isbat Nikah Poligami ditolak dan permohonan 

penetapan anak tidak bisa diterima atau ditolak, hal ini berdampak 

kepada status anak dari pemohon 1 dan II yang lahir disaat pernikahan 

secara sah agama tetapi tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah 

ditempat berlangsungnya nikah, maka untuk menjamin keabsahan hukum 

seorang anak sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut 
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dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 kamar agama 

“Permohonan Isbat Nikah Poligami dengan alasan kepentingan anak 

harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak 

dapat diajukan asal usul anak”.
79

 Terdapat dua hal/poin dalam isi sema 

tersebut yang menjadi pedoman hakim bagi suami yang hendak menikah 

kedua kalinya tapi tidak mengikuti ketentuannya.  

Didalam hukum Islam memilki adanya tujuan dalam maqashidus 

as-syariah salah satunya Hifdzun Nasl menjaga keturunan, jadi anak 

yang lahir ke dunia mempunyai hak jaminan dan perlindungan hukum.
80

 

Istilah perlindungan anak dalam KHI adalah pemeliharaan anak, dan 

dalam fiqh istilahnya hadhanah. Dalam KHI, pemeliharaan atau 

hadhanah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan 

mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
81

  

Dalam persoalan diatas, dengan demikian status anak dari 

pemohon 1 dan pemohon II tergolong setara dengan anak diluar nikah, 

sebab pernikahan orang tua anak merupakan pernikahan poligami siri, 

yang mana pernikahan tersebut tidak tercatat dalam pegawai pencatatan 

nikah ditempat diberlangsungkannya perkawinan. 

Menurut Chatib Rasyid, yang pernah menjabat sebagai Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pandangan tentang anak yang lahir 

di luar perkawinan mengindikasikan bahwa perkawinan yang dilakukan 
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sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan keyakinan pribadi 

seseorang diakui sebagai sah. Jika perkawinan tersebut dilakukan 

menurut ajaran agama Islam, maka perkawinan tersebut dianggap sah 

dalam perspektif fikih Islam selama memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan semacam 

itu dianggap sah dalam konteks agama, yakni sah secara materi, 

meskipun secara formal perkawinan tersebut tidak terdaftar baik di 

Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil. Akibatnya, 

pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara formal, sehingga tidak 

memiliki kekuatan hukum.
82

 

Istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perkawinan 

yang tidak tercatat adalah "kawin di bawah tangan." Jenis perkawinan 

ini, meskipun telah memenuhi persyaratan syariah secara substansial 

sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 

(UUP), namun secara formal tidak memenuhi ketentuan yang diatur 

dalam Ayat 2 Pasal tersebut, bersamaan dengan Pasal 10 Ayat 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 4, 5, dan 

6 Kitab Hukum Islam (KHI), perkawinan tersebut dianggap sah menurut 

hukum Islam meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. 

Agar perkawinan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum, langkah 

selanjutnya adalah mengajukan Isbat Nikah kepada pengadilan Agama 

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 KHI. Ini menjadi langkah 
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penting untuk melegitimasi secara resmi perkawinan yang telah sah 

menurut hukum Islam namun belum tercatat secara formal. 

Dalam putusan diatas permohonan Isbat nikah poligami dan 

penetapan anak ditolak sehingga diharuskan untuk mengajukan 

penetapan asal usul anak. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak menegaskan hak setiap anak untuk dapat menjalani 

kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan nilai dan kehormatan kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga 

memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam undang-undang tersebut. Anak 

mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa, 

disebutkan juga dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, 

pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini ditegaskan dalam konstitusi 

sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak anak untuk memastikan 

bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara aman, adil, dan 

tanpa diskriminasi. Dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum 

dalam Konvensi Hak-Hak Anak. 

Setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam 

hukum. Dalam Islam mengenai tentang anak diperintah untuk 

memelihara anak sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam (KHI) anak 

sah ditegaskan secara rinci pada pasal 99 yakni anak sah adalah 
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a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 

b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan 

oleh isteri tersebut. 

Sedangkan status anak yang diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana dalam 

pasal 100 KHI, sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari 

ibu dan keluarga ibunya sebagaimana pasal 186 KHI. Didalam hukum 

Islam anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan sesuai dengan 

syariat agama islam, dalam konteks putusan diatas jika untuk 

perlindungan terhadap anak maka harus diajukan asal usul anak, maksud 

dari asal usul anak yaitu sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam 

menegaskan pada pasal 103 :  

a. Asal-usul seorang anak dapat dinyatakan sah melalui akta kelahiran 

atau alat bukti lain yang dapat diverifikasi. 

b. Jika tidak terdapat akta kelahiran atau alat bukti lain sebagaimana 

disebutkan pada ayat 1, pengadilan agama memiliki kewenangan 

untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul seorang anak 

setelah melakukan pemeriksaan yang cermat, berdasarkan pada bukti-

bukti yang diakui sah. 

c. Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama 

sebagaimana diatur pada ayat 2, instansi pencatat kelahiran yang 

berada di lingkungan hukum pengadilan agama tersebut memiliki 
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kewajiban untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan..
83

 

Dari pasal 103 KHI jelas jika untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak dari nikah poligami siri harus mempunyai akta 

sebab sebuah akta penting dimiliki karena merupakan suatu dokumen 

autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini 

bentuk sebuah bukti sah terkait status dan kejadian peristiwa kelahiran 

seseorang dan juga termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran 

ini yang mengeluarkan adalah dinas pendudukan dan pencatatan sipil 

(Disdukcapil). 

Bahwasanya akta kelahiran memiliki peran penting sebagai hak 

identitas seseorang. Ini tidak hanya berkaitan dengan konvensi hak anak, 

tetapi juga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak di Indonesia. Akta kelahiran bukan hanya sebagai 

pencatatan administratif, tetapi juga sebagai dokumen yang menyangkut 

status hukum dan keperdataan seseorang. Pentingnya akta kelahiran 

terkait dengan pengakuan negara, dan ketiadaan registrasi identitas anak 

dapat mengakibatkan masalah yang kompleks, melibatkan negara, 

pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian 

hukum, mempengaruhi akses anak terhadap hak-haknya, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, 

registrasi akta kelahiran menjadi suatu keharusan untuk memastikan 
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bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi secara sah. Jika pengadilan 

agama mengabulkan permohonan asal usul anak maka penetapan asal 

usul anak menjadi alas hukum untuk diterbitkannya akta kelahiran, 

dengan adanya akta kelahiran maka jaminan hukum bagi anak tersebut 

terjamin. 

Dalam putusan 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. dalam proses 

persidangan pada pertimbangan hakim disebutkan permohonan para 

pemohon 1 dan pemohon II ditolak, yakni mengenai Isbat Nikah 

Poligami dan penetapan anak. Dari ditolaknya permohonan tersebut 

berakibat pada keabsahan hukum anak, yang dilahirkan dari pemohon 1 

dan pemohon II. 

Dalam pernikahan poligami siri dalam putusan diatas berkaitan 

dengan sema no 3 tahun 2018, telah diajukan permohonan Isbat nikah 

poligami atas dasar nikah siri. Perkawinan antara pemohon 1 dan 

pemohon II telah berlangsung cukup lama 6 tahun 4 bulan dan telah 

dikaruniai seorang anak. Majelis hakim pengadilan agama martapura 

telah memutuskan perkara berdasarkan surat edaran nomor 3 tahun 2018 

tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung 

tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam 

putusan ini hakim tidak menentukan status pernikahan poligami tersebut 

setelah pengajuan asal usul anak dan tidak menyebutkan pula hak hak 

dan kedudukan anak dalam poligami siri tersebut.  Kesimpulan 

Penjelasan dari keterangan diatas bahwa kasus didalam putusan nomor 
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341/Pdt. G/2019/PA. Mtp. Status pernikahan pemohon 1 dan pemohon II 

merupakan pernikahan sah secara agama tidak terhalang apapun hingga 

dikaruniai seorang anak akan tetapi pernikhan tersebut tidak tercatat oleh 

pegawai pencatat nikah didesa tempat berlangsungnya nikah dan 

pernikahannya merupakan pernikahan poligami yang mana pemohon 1 

masih mempunyai Istri sebelum menikah dengan pemohon II, hal ini 

tentu  melanggar pasal 56 KHI sehingga berdampak terhadap status 

pernikahannya dan kepada anaknya. Dan akhirnya pemohon 1 (suami) 

mengajukan Isbat Nikah dan Penetapan anak, akan tetapi pengajuannya 

ditolak oleh majelis hakim dengan landasan sema No. 3 Tahun 2018. 

sehingga status pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah secara 

hukum positif sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan jo pasal 5 dan 7 KHI. Dan dalam KHI masih 

belum ada pasal yang mengatur Isbat Nikah poligami siri dan Penetapan 

status anak dari hasil nikah siri poligami. 

Maka akibat dari perbuatan pemohon 1 (suami) status anaknya 

setara dengan anak diluar kawin dan hanya mempunya hukum nasab 

dengan ibunya sebagaimana pasal 100 KHI, agar terjamin status hukum 

dan haknya untuk kepentingan anak maka harus mengajukan asal usul 

anak sebagaimana sema No. 3 Tahun 2018 diatas, dan selaras dengan 

pasal 103 KHI hal ini bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat 

bukti lainnya bila tidak ada maka pengadilan agama yang mengeluar 

penetapan asal usul berdasarkan bukti-bukti yang sah. 
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2. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Isbat Nikah Poligami Siri di 

dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Hukum Perdata pada 

Putusan Nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. 

Dalam putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. sudah dijelas diatas 

beberapa fakta terjadinya keputusan majelis hakim, dan kini penyebab 

dari ditolaknya permohonan Isbat nikah poligami siri dan penetapan anak 

yakni disebabkan oleh suami (pemohon I) itu sendiri tidak mengikuti 

aturan atau melanggar ketentuan pernikahan undang-undang nomor 1 

tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dan dalam putusan tersebut majelis hakim 

berlandaskan sema no 3 tahun 2018 serta ada beberapa fakta yang 

menjadi landasan kuat, mengapa permohonan para pemohon 1 dan 

pemohon II ditolak, karena tidak izinnya suami ke pengadilan agama, hal 

demikian merupakan melanggar hukum ketentuan yang telah diatur 

dalam undang-undang. Jika seseorang tidak patuh pada hukum dalam 

perkawinannya, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak pernah 

ada menurut hukum. Namun, secara hukum positif, tidak hanya 

perkawinan yang tidak dilindungi oleh hukum, tetapi juga segala 

konsekuensi dari perkawinan tersebut, termasuk anak, hak-hak anak, dan 

harta kekayaan yang timbul dari perkawinan tersebut, dapat tidak 

dilindungi oleh hukum. Dalam konteks ini, status kedudukan perkawinan 

yang tidak mematuhi hukum dapat dianggap setara dengan perkawinan 

siri, di mana tidak ada perlindungan hukum formal untuk hubungan 

tersebut. Konsekuensinya, hak-hak anak dan harta kekayaan yang timbul 
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dari perkawinan semacam itu mungkin tidak mendapatkan pengakuan 

dan perlindungan yang seharusnya diatur oleh hukum perkawinan yang 

berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan pada hukum perkawinan penting 

untuk memastikan hak-hak dan perlindungan hukum yang tepat untuk 

semua pihak yang terlibat dalam perkawinan..
84

 

Melihat dari sema no 3 tahun 2018 dari pertimbangan hakim 

ketika Isbat nikah dan pengajuan penetapan anak ditolak maka harus 

mengajukan asal usul anak, jika untuk kepentingan kemaslahatan anak 

untuk jaminan perlindungan hukum. Penetapan asal usul anak demikian 

ini tujuannya sebagai langkah mendapatkan akta kelahiran, sebagaimana 

ketentuan dalam pasal 261 KUHperdata “keturunan anak-anak yang sah 

dapat dibuktikan dengan akta akta kelahiran mereka, sekedar telah 

dibukukan dalam register catatan sipil. Karna dengan akta nikah sebab 

untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai jaminan dan perlindungan 

hukum terhadap anak tersebut akan terjamin. 

Maka dari putusan tersebut status kedudukan anak tersebut 

merupakan setara dengan anak diluar nikah sebagaimana yang dijelaskan 

diatas, karna nikahnya termasuk nikah siri maksudnya sah secara agama 

akan tetapi tidak sah secara hukum positif. Dengan merujuk pada Pasal 

43 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya dan 
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keluarga ibunya. Namun, pernyataan "memiliki hubungan darah 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" menyiratkan 

bahwa hubungan darah tersebut dapat diakui dalam konteks hukum 

perdata. Dalam konteks hukum Islam, pemahaman ini mendukung 

keabsahan anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 dalam agama Islam, dan 

bukan termasuk anak hasil zina. Hal ini sejalan dengan Pasal 272 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan 

bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali anak yang 

dilahirkan dari perzinahan, dapat diakui melalui perkawinan yang 

dilakukan oleh ayah dan ibu mereka, asalkan pengakuan tersebut 

dilakukan secara sah sebelum atau dalam akta perkawinan mereka 

sendiri. Dengan demikian, anak-anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 

diakui sebagai sah dalam konteks hukum Islam dan juga dapat 

memperoleh pengakuan hukum perdata sesuai dengan Pasal 272 KUH 

Perdata. Dan dalam pasal 280 dan 283 KUH perdata dijelaskan anak di 

luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya 

melalui pengakuan dan jika untuk pengakuan anak luar yakni termasuk 

anak hasil zina tidak dapat dilakukan. 

Anak luar kawin akan timbul hubungan dengan orangtuanya jika 

diakui nyata anak luar kawin tersebut dengan kedua orangtuanya atau 

dimuka pegawai yang berwenang ada salah satu orang tuanya anak luar 

kawin tersebut. Dan sebelum melangsungkan proses perkawinan sah jika 

dari orang tua anak luar kawin tersebut lalai untuk mengakuinya, maka 
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hukum perdata dalam sistem ini berpandangan tetap memberikan 

kesempatan bahwa anak tersebut menjadi sah. Sesuai dengan pasal 274 

KUH perdata bahwa apabila orangtua anak luar kawin keduanya lalai 

mengakuinya sebelum atau tatkala perkawinan sah yang dilangsungkan 

maka bisa diperbaiki kelalaian tersebut dengan diberikan surat 

pengesahan dari presiden setelah mendapat nasihat dari Mahkamah 

Agung (MA). Dengan diakui oleh bapak dan ibunya, hal ini syarat sah 

anak luar kawin dapat mewaris sesuai dengan asas hukum anak luar 

kawin. Dan jelas hukum perdata dalam sistemnya hubungan anak luar 

kawin dan orangtuanya bisa terjadi jika mendapat pengakuan secara sah 

dari kedua orang tuanya, dari si pewaris yang mempunyai hak mewaris 

menurut undang-undang, sebagaimana dalam pasal 280 KUHPerdata. 

dengan pengakuan dari kedua orang tua anak luar kawin maka timbullah 

hubungan keperdataan jika tidak, maka sebaliknya.
85

 Tapi pengecualian 

bagi anak yang dilahirkan dari perzinaan dan sumbang karena 

bertentangan pada kesesulilaan sebagaimana pasal 283 KUHPerdata,
86

 

tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 KUHperdata. Namun pada pasal 

273 anak diluar kawin yang masih dalam kandungan masih 

memungkinkan untuk mengakuinya. 

Untuk mengetahui siapakah bapak dan ibunya, perlu untuk 

menyelidiki yang bersangkutan karena tidak cukup dengan bukti saksi 
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saja dan harus mengajukan tuntutan pengakuan orang tuanya dalam bukti 

tertulis, dari anak luar kawin tersebut. Terdapat dua jenis pengakuan 

dalam KUHPerdata, yaitu:  

a. Pengakuan Sukarela, pernyataan pengakuan seseorang berdasarkan 

undang-undang yang ditentukan, dan pernyataan dilakukan oleh 

bapak dan ibu yang mengakui anak diluar kawin tersebut 

sebagaimana dalam pasal 280 KUHPerdata, dilakukan oleh: 

1) Dalam pasal 282 ayat 2 disebutkan meskipun ibunya masih 

dibawah umur, yakni ibu dari anak diluar kawin. 

2) Dalam pasal 282 ayat 1 bapaknya yang sudah sembilan belas 

tahun usianya dapat persetujuan ibunya yang masih hidup. 

3) Pengakuan bukan karena akibat paksa, khilaf, tipu maupun 

bujuk sesuai yang diatur pasal 282 ayat 1. 

Demikian ini orang tua yang mengakui anak luar kawin 

memang benar benar orang tua biologisnya, dan diatur juga pada 

pasal 286 KUHPerdata bahwa tiap tiap dari bapak atau ibu 

pengakuan yang dilakukannya, seperti pun tiap-tiap tuntutan akan 

kedudukan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh 

segala mereka yang mempunyai kepentingan dalam itu.
87

 

Dalam pengakuan sukarela, untuk dapat melakukanya dengan 

cara yang sudah ditentukan sesuai yang diatur pasal 281 

KUHPerdata, yaitu: 
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1) Dalam pasal 281 KUHPerdata akta kelahiran anak, bapak atau 

ibunya untuk dapat mengakui anak diluar kawin, diharuskan 

untuk menghadap dihadapan pegawai pencatatan sipil guna 

melakukan pengakuannya. 

2) Disaat perkawinan orang tuanya  berlangsung, disaat itu pula 

dapat dilakukan pengakuannya terhadap anak diluar kawin 

sesuai diatur Pasal 281 ayat 2 jo Pasal 272 KUHPerdata. 

Pengakuan tersebut penting menjadi penyebab anak diluar 

kawin menjadi sah. 

3) Pengakuan yang dilakukan bisa terjadi terhadap anak diluar 

kawin dengan dilakukan dalam akta autentik seperti Akta 

Notaris, sesuai yang diatur Pasal 281 ayat 1 KUHPerdata. 

4) Dalam register kelahiran catatan sipil dengan akta yang dibuat 

oleh pegawai catatan sipil menurut hari penanggalannya, sesuai 

yang diatur pasal 281 ayat 2 KUHPerdata.
88

 

b. Pengakuan paksaan, pengakuan dilakukan paksa terjadi pada putusan 

hakim yang ditetapkan, dan anak diluar kawin dengan mengajukan 

gugatan terhadap bapak ibunya kepada Pengadilan Negeri, untuk 

dapat diakui oleh kedua orang tuanya, ketentuan diatur pada pasal 

287-289 KUHPerdata. 

Gugatan tersebut dapat diajukan terhadap ibunya, dalam 

pasal 288 KUHPerdata bahwa menyelidiki soal siapakah ibu seorang 
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anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dalam KUHPerdata 

memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapakah ibu dari anak 

luar kawin untuk digugat agar mengakui anak tersebut. Dan gugatan 

tersebut dapat diajukan terhadap bapaknya, dalam pasal 287 ayat 1 

dan 2 bahwa menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah 

terlarang, dalam hal ini jika bapaknya tidak mengakui tidak dapat di 

gugat. 

Tetapi terdapat pengecualian dalam pasak 187 ayat 2 yang 

mana apabila terjadi hal-hal tertentu, seorang bapak dapat dituntut 

untuk mengakui anak luar kawinnya. Apabila bapak dari anak luar 

kawin terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut dan terdapat gugatan 

dari pihak yang menjadi bukti adanya pengakuan anak luar kawin 

tersebut.
89

 

Dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, 

yang mengatur tentang anak luar kawin. Anak luar kawin dalam 

pasal tersebut adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga 

ibunya. 

Namun dalam dalam sumber lain pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pasal 

43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 
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bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang dasar Negara 

Replublik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti 

lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

bapaknya. 

Berdasarkan putusan tersebut, Pasal 43 Ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan harus diinterpretasikan sebagai berikut: "Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki ikatan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya, juga dengan laki-laki sebagai ayahnya”. 

Pengakuan ini dapat dinyatakan dengan membuktikan secara ilmiah 

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dengan menggunakan 

alat bukti lain yang diakui sah menurut hukum, termasuk bukti 

hubungan darah dengan keluarga ayahnya. Jadi menurut undang-

undang perkawinan pengakuan anak luar kawin dapat menyelidiki 

siapa bapak dari anak luar kawin, tidak hanya pengakuan dari ibunya 

saja. Dengan adanya putusan mahkamah Konstitusi ini anak luar 

kawin dapat mengetahui asal usulnya. Dengan adanya pengakuan 

dari laki-laki yang membenihkan anak luar kawin, maka anak luar 

kawin dapat diakui oleh hukum, dengan akibat hukum. 

Dengan adanya putusan mahkamah Konstitusi tersebut bukan 

berarti melegalkan perzinaan akan tetapi putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut melindungi hak-hak di luar kawin yang tidak 
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tercatat oleh negara. 

Setelah diadakan pengakuan terhadap anak diluar 

perkawinan, maka tindakan selanjutnya ialah pengesahan. Dengan 

adanya pengesahan, maka anak diluar kawin tidak hanya mempunyai 

hubungan dengan orang tua yang mengakuinya, tetapi juga 

mempunyai hubungan dengan keluarga yang mengakuinya. 

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) menyatakan: "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam 

zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar 

perkawinan dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya, akan 

menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah 

mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila 

pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri." Pasal ini 

menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan dapat 

diakui sebagai sah jika kemudian orang tua mereka menikah. 

Pengakuan dapat dilakukan sebelum pernikahan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang atau dapat dilakukan dalam akta 

pernikahan itu sendiri. Namun, terdapat pengecualian untuk anak-

anak yang lahir dari hubungan zina atau hubungan sumbang, yang 

tidak dapat diakui sebagai sah..
90

  

Dari pasal diatas dapat di artikan bahwa pengesahan 

merupakan tindakan  mengubah kedudukan anak di luar kawin yang 
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sebelumnya diakui secara sah atau mengubah kedudukan hukumnya 

anak di luar kawin tersebut, agar mendapat hak haknya seperti anak 

sah menurut undang-undang. 

Anda memberikan penjelasan yang tepat mengenai kondisi di 

mana anak luar kawin dapat diakui sebagai sah menurut hukum di 

Indonesia. Berdasarkan penjelasan Anda: Anak luar kawin yang 

dapat disahkan adalah anak luar kawin yang diakui, yang berarti 

pernikahan orang tua anak tersebut tidak dilarang. Anak sumbang 

dan anak yang dibenihkan dalam zina tidak termasuk dalam kategori 

ini. Namun, terdapat pengecualian untuk anak sumbang jika ayah 

dan ibunya memperoleh dispensasi dari presiden untuk menikah, 

yang kemudian memungkinkan pengakuan anak sumbang dalam 

akta pernikahan. 

Pasal 279 KUH Perdata menegaskan bahwa bukan hanya 

anak yang masih hidup yang dapat diakui, tetapi juga anak yang 

telah meninggal. Asalkan anak yang meninggal tersebut memiliki 

keturunan yang masih hidup, pengesahan tersebut akan memberikan 

keuntungan kepada keturunannya. 

Dengan adanya pengesahan anak di luar kawin, maka hak 

anak diluar kawin akan sama haknya dengan anak sah dan haknya 

bukan lagi anak luar kawin.
91

 Pengakuan seperti ini merupakan 

langkah yang diambil untuk memastikan penerimaan hak-hak 
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sebagai seorang anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak, yang mencakup berbagai kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. Ini juga bertujuan agar anak-anak 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak 

yang dimaksud dalam konteks ini memiliki cakupan yang luas, 

menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, 

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, 

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Kesimpulan dari pembahasan diatas hasil dari data yang 

sudah diperoleh dan diteliti bahwa dalam putusan nomor 

341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. status anak hasil dari pernikahan poligami 

siri statusnya termasuk setara dengan anak diluar nikah, meskipun 

upaya para pemohon dalam permohonannya untuk mendapatkan 

keadilan dan untuk kepentingan anak masih tidak diterima atau 

ditolak oleh majlis hakim sebagaimana didalam putusan tersebut. 

Memang Isbat Nikah poligami siri tidak diatur dalam Hukum 

Perdata, guna untuk mencari solusi maslahah dalam permasalah 

tersebut. Dengan demikian mahkamah agung menerbitkan surat 
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edaran no 3 tahun 2018 sebagai alternatif tentang Isbat Nikah 

Poligami siri, namun regulasi dalam sema no 3 tahun 2018 masih 

belum memberikan maslahah karena masih terdapat indikasi rasa 

ketidakadilan dalam surat edaran tersebut.  Dengan 

dikategorikannya anak dari para pemohon sebagai anak luar nikah 

maka anak tersebut tidak memliki hak dan kewajiban karena tidak 

memilki ikatan sehingga tidak mendapat jaminan perlindungan 

hukum dan hak anak dalam kasus tersebut. Jika anak luar dapat 

dikatakan sah, sepanjang mendapat pengakuan dari kedua orang 

tuanya sebagaimana ketentuan yang di atur dalam KUHperdata, guna 

mendapat jaminan perlindungan hukum, dan hak haknya. Sebab 

dengan pengakuan orang tua terhadap anaknya, yang mana anaknya 

statusnya termasuk anak luar kawin dengan demikian menjadi angin 

segar baginya untuk mendapat jaminan hukum, dan timbullah 

hubungan perdata antara anak, bapak dan ibunya sebagaimana pasal 

280 KUHperdata. Dan jika tidak mendapat pengakuan orang tuanya 

maka surat pengesahannya dari kepala Negara. Adapun pengakuan 

orang tua terhadap anaknya dilakukan melalui istansi yakni Kantor 

catatan sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak serta 

akta perkawinan orang tua si anak atau akta yang dibuat oleh seorang 

notaris.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Akibat dari perbuatan pemohon 1 (suami) status anaknya setara dengan 

anak diluar kawin dan hanya mempunyai hukum nasab dengan ibunya, 

agar terjamin status hukum dan haknya untuk kepentingan anak maka 

harus mengajukan asal usul anak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 diatas, dan selaras dengan pasal 103 

KHI hal ini bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya 

bila tidak ada maka pengadilan agama yang mengeluar penetapan asal 

usul berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dan dari sumber landasan hukum 

lainnya terkait perlindungan hukum bagi anak poligami sari yaitu anak 

diluar nikah disebutkan juga dalam putusan MK Nomor 46/PUU-

VII/2010 dan UU No. 35 Tahun 2014. 

2. Pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dalam Isbat Nikah Siri 

didalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

dan Hukum Perdata, adalah; 

a. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam  

Bahwa keberadaan regulasi sema nomor 3 tahun 2018 merupakan 

landasan kuat pertimbangan hukum mengapa penetapan anak, anak 

dari pernikahan poligami siri pemohon 1 dan pemohon II ditolak 
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dalam putusan nomor 341/Pdt.G/PA.Mtp. Dan juga penyebabnya dari 

dilanggarnya ketentuan pernikahan  

Dengan hasil dari putusan hakim tersebut status anak setara 

dengan anak diluar nikah. dan bagaiamana perlindungan hukum bagi 

anak tersebut, maka dalam perspektif KHI dalam pasal 7 ayat 2 yakni 

dengan isbat nikah. Namun dengan mengajukan dengan isbat jelas 

ditolak karena majelis hakim berpedoman pada sema no 3 tahun 2018 

poin rumusan Agama huruf A nomor 8, bahwa anak hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibu serta keluaga ibunya  pasal 

100 KHI. Agar terjamin status hukumnya sang anak maka harus 

mengajukan asal usul anak dan selaras dengan pasal 103 KHI yang 

mana asal usul anak ke pengadilan agama dapat dibuktikan dengan 

akta kelahiran atau alat bukti lainnya bila mana tidak ada maka 

pengadilan agama langsung yang mengeluarkan penetapan asal usul 

berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

b. Dalam perspektif hukum perdata  

Dari fakta yang sudah terbukti ketentuan Isbat Nikah poligami 

siri memang tidak diatur dalam Hukum Perdata maka seharusnya 

berhati-hati dalam pertimbangan mangambil dasar hukum pada Sema 

No 3 Tahun 2018, maka dalam KUHperdata dengan pengakuan 

orangtuanya menjadi langkah angin segar bagi anak guna terjaminan 

perlindungan hukumnya. Seorang anak dengan segala sesuatu 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak dan hak-
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haknya untuk hidup selayaknya manusia pada umumnya, timbullah 

hubungan perdata antara anak, bapak dan ibunya sebagaimana pasal 

280 KUHperdata. Dan jika tidak mendapat pengakuan orang tuanya 

maka bisa dengan surat pengesahannya dari kepala Negara. Adapun 

pengakuan orang tua terhadap anaknya dilakukan melalui istansi 

yakni Kantor catatan sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta 

kelahiran anak serta akta perkawinan orang tua si anak guna 

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan pada sumber 

landasan hukum lainnya juga diatur dengan putusan MK No. 

46/PUU-VII/2010 untuk mendapat perlindungan hukum bagi anak 

tersebut. 

B. Saran 

1.  Dari putusan nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Dengan adanya sema no 3 

tahun 2018 sebagai alternatif mahkamah agung untuk mengisi 

kekosongan undang-undang, maka hendaknya lembaga isntitusi 

Mahkamah Agung merevisi SEMA Nomor 3 tahun 2018 poin kamar 

agama tersebut untuk mempertimbangkan lagi dasar hukum dan 

mengoptimalkan Undang-undang yang saat ini atau membuat undang-

undang yang mengatur Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak 

poligami siri guna mengatur Isbat Nikah Poligami siri terkhusus untuk 

jaminan hukum anak yang lahir dari poligami siri sehingga kedudukan 

menjadi jelas anak dari hasil poligami siri tersebut, sebab belum ada 

undang-undang yang mengatur Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan 
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Anak poligami siri dan hanya ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung 

yang berlaku di ranah peradilan..  

2. Dengan keberadaan putusan nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp seyogyanya 

menjadi himbauan dan hendaknya masyarakat agar lebih patuh hukum 

sebagaimana ketentuan yang ada di undang-undang dengan mencatatkan 

perkawinannya dan izin ke Pengadilan Agama mulai dari awal sampai 

akhir sehingga tidak terjadi timbul akibat, yang merugikan hak istri dan 

anak, khususnya perlinudangan serta jaminan hukum bagi anak. 

Pemerintah segera mengatur ulang regulasi Isbat Nikah Poligami 

siri khususnya pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata sebagai 

langkah preventif mengingat dalam herarki perundangan-undang 

kedudukan sema no 3 tahun 2018 dibawah undang-undang, Sebab 

putusan tentang Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak yang 

beredar masih simpang siur ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak di 

pengadilan agama di Indonesia, meski yurisprudensi langkah alternatif 

untuk hakim jika terdapat peraturan undang-undang yang masih kabur.
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